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GUEEENUR RIAU

PEEATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 112 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Py

1o

GUBERNUR RIAU,

bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) agar tertib, efisien, efekul, transparan dan
akuniabel diperlukan suatu aturan atau pedoman vang
komprehensif mulal dari perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurufl a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Provinsi Riau;

. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Dacrah Swatantra Tingkat | Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), scbagai undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1938 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Kontruksi (Lembuaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 484 3);
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Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 35587) scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3674),

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelengoaraan Jasa  Kontruksi  (Lembaran Nesara
Republik [ndonesia Tahun 2000 Nomeor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34956);

. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kall terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tenang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tenlang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Peraturan Mentert Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Dacrah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denean
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Dacerah (Beri
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk Hukum  Dacrah  [(Beri
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

Pasal 1

(1) Maksud disusunnya pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan yang
bersumber dart Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
i sebagal pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan khusus dalan hal pengadaan barang dan jasa;

(2) Twuan disusunnya pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Riau ini agar kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara
efektif, efisien, dan akuntabel scsuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan;

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I : Ketentuan Umum

BAB II : Perencanaan Kegiatan

BAB III : Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
EBAE IV : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

BABV : Penutup

Lampiran Format
Pasal 3
Pedoman  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  dengan  sistimatika

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 4

Pada saal Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor
111 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
kegiatan Pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015
Nomor 111} dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau,

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,
ttd.
AHMAD HLJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR ..112...

___.Salinan Sesuai Dengan Aslinya

o i,

Pembina
MIP.19650823 195203 2 003
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EAE V PENUTUP

Lampiran Format

DAFTAR LAMPIRAN

Format Pelaksanaan Kegiatan Swakelola

Contoh 1
Contoh 2
Contoh 3
Contoh 4
Contoh 5
Contoh 6
Contoh 7

: Surat Penugasan/Pembentukan Tim Untuk Swakelola
: Memorandum Of Understanding (Mou)

: Surat Perjanjian Swakelola Tipe 2

: Surat Perjanjian Swakelola Tipe 3

: Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Fisik (Bangunan)

: Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Lainnya

: Gambar Rencana Dan Spesilikasi Teknis Pekerjaan

Format Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Format A

Format B

Formart C

Format [

Format &

Format [

Format G

: Rencana Umum Pengadaan (RUP)

: Laporan Realisasi Fisik dan Kcuangan Pelaksanaan Kegiatan

Belanja Langsung APBD

: Tabel Monitoring Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa

:Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan/Rincian Aliran Kas

Perangkat Dacrah

: Pelaksanaan Kegiatan, Nilai Kontrak/SPK dan Kendala Belanja

Langsung APBD

: Bobot Per Kegiatan Terhadap Program Perangkat Dacrah

: Alternatil Pencapaian Target Kegiatan Jika Terjadi

Kendala/Hambatan



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR
TANGGAL :

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

BAE I
KETENTUAN UMUM

Beberapa Pengertian/Ketentuan Umum dalam Pedoman ini meliputi :

I
2.
8

10.

11.

12.

13.

3.

Daerah adalah Provinsi Riau.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provins: Riau.
Gubernur adalah Gubernur Riau.

Dewan Perwakilan Rakyal Dacrah vang sclanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyatl Daerah Provinsi Riau.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provins: Riau.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

Perangkat Daerah yang selanjuinya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pegawal Negeri Sipil atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Pegawai Negeri Sipil di ingkungan pemerintah Provinsi Riau.

Pengguna Anggaran vang sclanjutnya disingkat PA  adalah  Pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Dacrah atau
Pejabat yvang disamakan pada Institusi Pengguna Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Provinsi Riau.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnva disingkat KPA adalah pcjabat
vang diusulkan oleh PA dan ditetapkan oleh Gubernur Riau untuk
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

Pejabat Pembuat Komitmen yang sclanjutnva disingkat PPK  adalah
pejabat  yang  bertanggung jawab atas pelaksanaan  Pengadaan
Barang/Jasa.

Pejabat Pelaksana Tcknis Keglatan vang selanjutnva disingkat  PPTK
adalah pejabat yvang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melaksanakan program
dan kegiatan pada Perangkat Daerah.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat vang memiliki Sertifikat Keahhan
Pengadaan Barang/Jasa vang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah pejabal vang ditetapkan olch
PA/KPA vang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
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Penyedia Barang/.Jasa adalah badan usaha atau orang perscorangan vang
menyediakan Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa  Konsultansi/Jasa
Lainnyva.

Pakta Integritas adalah sural pernyataan yang bernst ikrar untuk
mencegah dan Udak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam
Pengadaan Barang/Jasa.

Program adalah cara vang disahkan untuk mencapal tujuan dimana
melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih
mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan.

Kegiatan adalah bagian dari program vang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada Peranglat Daerah sebaga bagian dar pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdirt darl satu sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya bak yang berupa personil (sumber
dava manusia), barang modal lermasuk peralatan dan teknolog), dana,
atau kombinasi dan beberapa atau ke semua jenis sumber dava tersebut
sebagal masukan (mput) untuk menghasilkan keluaran foutput) dalam
bentuk barang/jasa,

Peckerjaan adalah scbuah kegiatan akiul yang dilakukan oleh manusia
vang menghasilkan scbuah karva.

Penvedia Barang dan Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
vang menyediakan barang/pekerjaan kontruksi/jasa konsullansi/jasa
lainnya.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun ndak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapal diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Jasa kKonsultansi adalah jasa lavanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbaga)r bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya pikir {brainware).

Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu vang
mengutamakan kelerampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola
vang telah dikenal luas di duma uvsaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penvediaan jasa selain jasa
konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang,
Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatiflitas,
gagasan orisinal, kelecrampilan serta bakat individu untuk menciptakan
kesejahteraan serta lapangan pekerjaan  melalul  penciptaan  dan
pemanfaatan dava kreasi dan daya cipta.

Sertifikasi  keahlian pengadaan  barang/jasa  adalah  tanda  bukti
pengakuan dan Pemerintah alas kompetensi dan kemampuan profesi
dibidang pengadaan barang/jasa.

Swakclola adalah  Pengadaan  Barang/Jasa  dimana  pekerjaannva
direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri olch SKPD sebagai
penanggung jawab angearan, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok
masyarakat.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanpan tertulis antara PPK dengan Penvedia Barang/Jasa atau
pelaksana Swakelola.

Scleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
untuk Jasa Konsultansi vang bernilai paling linggt Rp. 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah),

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penvedia Barang/Jasa
dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penvedia Barang/Jasa.
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Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada
Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalu Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan
Langsung.

Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi clektronik
yang memuat daftar, jenis, spesilikasi tcknis dan harga barang tertentu
dari berbagai Penyedia Barang/.Jasa Pemerintah.

E-Purchasing adalah tala cara pembelian Barang/Jasa melalul sistem
katalog elektronik.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan
menyimpulkan realisasi masukan, keluaran dan hasil lerhadap rencana
standar.

Pengendalian adalah  serangkalan  kegiatan manajemen  berupa
pemantavan  [(moniloring), pengawasan  dan uindaklanjut  vang
dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kegiatan vang dilaksanakan
sesuai dengan rencana vang ditetapkan.

Laporan adalah bahan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
khususnya untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan/ penyimpangan
dan upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan agar terwujud
keseimbangan antara kemajuan fisik dan penycrapan dana, serta sebagal
bahan penyusunan kebijakan ditahun yang akan datang,.

Pemantauan (monitoring) adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian
pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup vang
menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnva.
Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
menjamin proses pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, efekul dan efisien.

Aparat Pengawas Intern Pemcrintah atau pengawas intern pada institusi
lain vang selanjutnya discbut APIP adalah aparat vang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan keglatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisas.
Kontes adalah pclombaan  atau  kegiatan  mengadu  kecepatan,
keterampilan, ketangkasan, kepandaian, dan scbagainya.

Tim juri adalah sekelompok dewan/majelis untuk menilai, memutuskan
suatu hal atau menghakim sesuatu.

Hadiah adalah pemberian uang, barang, jasa dll, yang dilakukan tanpa
ada kompensasi balik/ imbal balik.

Dokumen adalah surat yang tlertulis atau lercelak yang dapat dipaka
sebagal bukti suatu keterangan.

Proposal teknis adalah suatu usulan kegiatan/rencana yang diteranglkan
dalam bentuk rancangan kerja seccara lerperinei dan sistematis vang akan
dilaksanakan/ dikerjakan sccara teknik.

Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai
belanja pemerintah  pusat dan/ atau pembilayaan anggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun pemerintah dacrah
dalam Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah.

Addendum adalah istilah hukum yang lazim disebul dalam suatu
pembuatan perjanjian.

Hak cipta adalah hak cksklusil bagi pencipta atau pencrima hak untuk
mengumumkan atau memperbanvak ciptaannva atau memberi izin untuk
itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan vang berlalku.

Aset adalah semua hak vang dapat digunakan dalam operasi perusahaan,
vang dapat dimasukkan ke dalam kolom asset salah satunva adalah
gedung atau bangunar.
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Homogen adalah istilah vang digunakan untuk menunjukkan bahwa
suatu hal tersebut adalah sama baik itu sifatnya, tngkah lakunva dan
karakteristiknva.

Sample adalah bagian dar populasi vang ingin diteliti; dipandang sebagai
suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri,
Populasi adalah kumpulan individu sejenis vang berada pada wilayah
tertentu dan pada waklu yang lertentu pula.

Teknik non probabillity sampling adalah teknik vang tidak memberikan
peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggola populasi untuk
dipilih menjadi sampel.

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja.
Maksudnva, peneliti menentukan sendirt sampel vang diambil karena ada
periimbangan tertentu.

Rencana Strategis adalah proses vang dilakukan suatu organisasi untuk
menentukan strategl atau arahan, serta mengambil keputusan untuk
mengalokasikan sumber dayanva (lermasuk modal dan sumber dava
manusia) untuk mencapai strategi ini.

Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  adalah  dokumen vang memuat
pendapatan dan belanja setiap Perangkat Dacrah vang digunakan sebagai
dasar pclaksanaan oleh pengguna angearan.

Rencana Kerja Kegilatan adalah serangkaian tujuan dan proses vang bisa
membantu Lim dan/atau seseorang mencapai tujuan tersebut.

Rencana Anggaran Ras adalah  salah satu alat  perencanaan  dan
pengendalian cash inllows, cash out flows, dan hal-hal vang berkaian
dengan pembelanjaan didalam perusahaan.

Database adalah kumpulan informasi vang disimpan di dalam kemputer
sceara sistematik schingga dapat diperiksa menggunakan sualu program
komputer untuk memperoleh informasi dari database terscbut,

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan vang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakval Daerah dengan persciujuan bersama
Gubernur,

Wawancara adalah proscs tanva jawab lisan antara dua orang atau lebih
seeara langsung.

Observasi adalah  tcknik pengumpulan  data vang dilakukan secara
sistemats dan  scngaja, vang dilakukan melalul pengamatan  dan
pencatatan gejala-gejala vang dischidiki,

Focus Group Discussion (FGD) adalah proscs menvamakan perscepsi
melalul urun rembung terhadap scbuah permasalahan atau substans
lertentu, schingga diperoleh satu kesamaan cara pandang (frame work)
dalam melihat dan menyikap! hal-hal vang dimaksud.

Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisl pernvataan vang bersifat
pengesahan atas sesuatu kejadian,peristiwa, perubahan status dan lain-
lain bagi suatu permasalahan baik berupa  perencanaan,pelaksanasn
maupun pengendalian kebijaksanaan pimpinan.

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ckonomis
vang bertujuan mencari laba atau keuntungan,

Surat perjanjian adalalh Sural vang berisi suatu kesepakatan bersame
vang mengikat antara pihak-pthak  tertentu untuk melakukan
tindakan/perbuatan hukum vang telah discpakati bersama.

Kerangka Acuan Kerja sclanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen
vang menginformasikan gambaran latar belakang, tujuan, ruang lingkup
dan strukiur sebuah proyek pengadaan barang yang telah disusun oleh
Perangkat Dacrah.

Nomor Pokok Wajib Pajak {(NPWP) adalah nomor vang diberikan kepada
wajib  pajak untuk mempermudah  administrasi  perpajakan  vang
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dipergunakan sebagai landa pengenal dinl atau adentitas wapb pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajukan.

Akte pendirian badan usaha adalah suatu tulisan vang memang dengan
sengaja dibuat untuk dijadikan bukt tentang didirikannya suatu badan
usaha dan ditandatangani pihak vang membuatnyva.

Lembaga pendidikan adalah tempat atau wadah vang digunakan untuk
berlangsungnya proses pendidikan baik dalam  lingkungan  keluarga,
sekolah, maupun masvarakat.

Lembaga nset adalah scbuah lembaga atau perusahaan vang bergerak
dibidang informasi global yang bertugas melakukan penelitian dan survei
mengenal fenomena atau suatu kondisi di tengah masyarakat,

Penataran adalah pengarahan terhadap sekelompok orang untuk dapat
melakukan sesuatu hal (tugas), pengarahan terhadap sekelompok orang
untuk dapat melakukan sesuatlu hal (tugas),

Serminar  adalah  sebuah pertemuan  teknis vang tujuannva untuk
melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan
pemecahan permasalahan yvang memerlukan interaksi di antara para
peserta scminar.

Lokakarva adalah suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk
memecahkan masalah tertentu dan mencan solusinya.

Bimbingan tekms adalah suatu  kegiatan vang dimaksudkan untuk
memberikan bantuan vang biasanyva berupa tuntunan dan naschat untuk
menyelesaitkan persoalan/masalah vang bersifat teknis.

Workshop adalah pelatihan kerja yang meliputi weort dan prakiek dalam
satu kegiatan terintegrasi.



BAB II
PERENCANAAN KEGIATAN

2.1. PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
A UMUM
1. PA menyusun dokumen rencana pengadaan barang/jasa, vang
mencakup :

a. Kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan diblayai
olch Perangkat Dacrah;

b. Kegiatan dan anggaran pecngadaan barang/jasa vang akan dibiayvai
berdasarkan kerjasama antar Perangkat Dacrah secara pembilayaan
bersama (co-financing), sepanjang diperlukan.

2, Rencana pengadaan tersebut akan menjadi bagian Rencana Kerja

Anggaran (RKA) dari Perangkat Dacrah.

3. Kegiatan penyusunan rencana pengadaan meliputi

1. ldentifikasi Kebutuhan

2. Penyusunan dan penetapan rencana pénganggaran

3. Penetapan kebijakan umum

4, Penvusunan KAK.

B. PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PA menyvusun Kerangka Acuan Kegiatan yang mendukung pcelaksanaan
kegiatan/pekerjaan vang sckurang-kurangnya memual |

e

b

o
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uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang,
maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah
tenaga yang diperlukan;

waktu vang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan
tersebut mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan
penyerahan barang/jasa;

spesifikasi teknis Barang/Jasa vang akan diadakan, dan

besarnva total perkiraan biayva pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang
harus dibebankan pada keglatan tersebul.

Fungsi Kerangka Acuan Kegiatan :

untuk melakukan pengendalian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh
bawahannya.

untuk menilai urgensi pelaksanaan  kegiatan  terscbut  dari sudut
pandang keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi..

untuk melakukan pemeriksaan realisasi kegiatan tersebut.

Sehagai informasi bagaimana outpul kegiatan dilaksanakan/didukung
oleh komponen input, serta apa saja input (tahapan-tahapan) vang
dibutuhkan dan bagaimana pelaksanaannya untuk mencapal output.

SISTEMATIKA PENULISAN KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Latar Belakang

Menjelaskan dasar hukum yang terkait dan kebijakan Kementerian
Negara/Lembaga yang merupakan dasar keberadaan kegiatan/aktivitas
berkenaan berupa Peraturan Perundangan yang berlaku, Rencana
Strategis Kementerian Negara/Lembaga, dan Tugas Fungsi Kementerian
Negara/Lembaga, scdangkan gambaran umum merupakan penjelasan



sccara singkat mengapa (why) kegiatan lersebutl dilaksanakan dan
alasan penting kegiatan terscbut dilaksanakan serta keterkaitan kegiatan
vang dipilih dengan kegiatan keluaran (output) dalam mendukung
pencapaian sasaran dan kinerja program/ vang pada akhirnyva akan
mendukung pencapaian tujuan kebijakan,

2. Kegiatan yang dilaksanakan
Menjelaskan uraian kegiatan apa {what) vang akan dilaksanakan dan
batasan kegiatan.

3. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan mengapa (why) kegialan harus dilaksanakan dan berisikan
hasil akhir yvang diharapkan dari suatu kegiatan (bersifat kualitatif) serta
manlaal (outcome) kegiatan.

4. Indikator Keluaran
Menjelaskan indikator keluaran berupa target vang ingin dicapai (bersifat
kualitatif) dan keluaran (output) vang terukur dalam suatu kegiatan
(bersifat kuantitatif]. Misalnya: 50 km, 40 m*, 20 orang, 1 LHP, dan lain-
lain.

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan
Menjelaskan bagaimana [(how) cara pelaksanaan kegiatan baik berupa
metode pelaksanaan, komponen, tahapan dalam mendukung pencapalan
keluaran (outpui) kegiatan.

6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Menjelaskan dimana (where) kegiatan lersebut akan dilaksanakan.

Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Menjelaskan siapa (who/ saja vang lerlibat dan bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegiatannya.

8. Jadwal Kegiatan
Menjelaskan berapa lama dan kapan (when) kegiatan tersebut
dilaksanakan, dengan dilengkapi time table kegiatan.

Y, Biava
Berisikan total biaya (how much) kegiatan schesar nilal nominal tertentu
vang dirinct dalam Rencana Anggaran Biava (RAB) sebagal lampiran
Kerangka Acuan Kegiatan.

10. Penandatanganan Kerangka Acuan Kegiatan
Dits1  pejabat vang bertanggung jawab pada kegiatan vang akan
dilaksanakan.

=]

2.2, PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN

1. PA mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-
masing Perangkat Dacrah sccara terbuka kepada masyvarakat luas
setelah rencana kerja dan anggaran dacrah disetujul eleh Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  sebelum  pengumuman  pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa oleh Unit Lavanan Pengadaan.

2. Perangkat Daerah mengumumkan rencana umum  Pengadaan
Barang/Jasa pada tahun anggaran berjalan yang kontraknya akan
dilaksanakan pada tahun anggaran vang akan datang.

3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas,
sckurang-kurangnyva berisi:

4. nama dan alamat PA:

b. paket pekerjaan vang akan dilaksanakan;
c. lokasi pekerjaan; dan

d. perkiraan nilai pekerjaan.

4, Pengumuman scbagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dilakukan di
website dan papan pengumuman resmi untuk masvarakatl serta Portal
Pengadaan Nasional melalul Lavanan Pengadaan Secara Elektronik.
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BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalul :

a. Swakelola; dan/atag

b,

3.1.
A.
L:

Pemilihan Penvedia Barang/Jasa.

SWAKELOLA
UMUM

Swakelola  merupakan  kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa dimana
pekerjaannva direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri olch
Perangkalt Daerah  scbagal  penanggungiawab  anggaran,  instans
pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat;

Pekerjaan vang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:

a. Pekerjaan yvang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau
memanfaatkan kemampuan teknis sumber dava manusia serta sesual
dengan tugas pokok Perangkal Dacrah;

b. Pekerjaan vang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi
langsung masvaraka sclempat atau dikelola oleh Perangkar Dacrah;
contoh: perbaikan pintu pengendalian banjir;

¢. Pekerjaan  vang dilihat  dari segl besaran, sifat, lokasi atau
pembiayaannyva tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; contoh:
pemeliharaan ruun (skala kecil, sederhana);

d. pekerjaan yang sccara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditemukan
terlebih  dahulu, schingga  apabila  dilaksanakan oleh  Penvedia
Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastan dan risiko vang
besar;

e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar lokakarva atau
penyuluhan;

[. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei vang
bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja vang
belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;

g. Pekerjaan survel, pemroses data, perumusan kebijakan pemeriniah,
pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem lertentu;

h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagl Perangkat Dacrah  vang
bersangkutan;

i. Pckerjaan yang bersifat kreatil, inovatil dan budava dalam ncgeri;
1. Penclivan dan pengembangan dalam negeri; dan/atau

k. Pckerjaan pengembangan industrl pertahanan/industirl alutsista dan
industri almatsus dalam negeri.

Prosedur swakelola meliputi  keglatan  percncanaan, pelaksanaan,
pengawasan, penyerahan, pelaporan dan perlanggungjawaban pekerjaan;
Pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan oleh :

a. Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran,
b. Instansi pemerintah lain pelaksana swakelola; dan/atau
¢. Kelompok masyarakal pelaksana swakelola,
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10.

Il s
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13.

14.

PA/KPA  menetapkan  jenis  pekerjaan serta pithak  vang  akan

melaksanakan pengadaan barang/jasa sceara swakelola.

Pengadaan swakelola oleh  Perangkat Daerah  penanggungjawab

anggaran:

a. Direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendirt oleh Perangkat Dacrah
penangeungjawab anggaran; dan

b, Mempergunakan pegawai sendiri, pegawal Perangkat Dacrah lain,
dan/atau dapal menggunakan tenaga ahli

Jumlah tenaga ahli scbagaimana dimaksud poin & hurufl b, tidak bolch

melebihi 50% dari jumlah kescluruhan pegawai Perangkatl Dacrah vang

terlibat dalam kegiatan swakelola vang bersangkutan;

Pengadaan swakclola vang dilakukan olch Instans: Pemenntah lamn

pelaksana swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagar benkut:

a. Direncanakan, dan diawasi sendini oleh  Perangkat  Dacrah
penanggungjawab anggaran; dan;

b. Pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh instanst pemerintah oleh
Instansi Pemerintah yang bukan penanggungjawab anggaran.

Pengadaan melalui swakelola olech kelompok masvarakat pelaksana

swakelola mengikuti ketentuan scebagan berikut ¢

a. Direncanakan dan diawasi olch kelompek masvarakat pelaksana
swakelola;

b. Sasaran ditentukan oleh Perangkat Dacrah penanggungjawab
anggaran; dan

¢. Pekerjaan utama dilarang dialihkan kepada pihak lain {subkontrak).

Kegiatan perencanaan swakelola meliputi

4. Penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan:

b. Penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan wakiu
yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan;

¢. Perencanaan lcknis dan penyiapan metode pelaksanaan vang tepat
agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan vang
sgsual;

L

Penvusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara
rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja
mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan

e. Penyusunan rencana total biava sceara rinet dalam rencana biava
bulanan dan/atau biayva mingguan yang tidak melampaui pagu
anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;

Perencanaan  kegintan  swakelola dapat  dilakukan  dengan
memperhitungkan  tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu vang
dilaksanakan dengan kontrak/sewa Lersendiri.

Kegialan perencanaan swakclola dimuat dalam KAK;

Perencanaan kegiatan swakelola vang diusulkan dan dilaksanakan olch
kelompok masvarakat pelaksana swakelola, ditctapkan oleh PPTK
sctelah melalul proses evaluasi;

Penvusunan  jadwal keglalan swakelola dilakukan dengan
mengalokasikan  waktu  untuk  proses  perencanaan,  pelaksanaan,
pengawasan, penycrahan dan pelaporan pekerjaan.



15. PAJKPA bertanggungjawab terhadap penetapan kelompok masvarakatl
pelaksana swakcelola termasuk sasaran, twuan dan besaran angearan
swakelola;

16. PAJKPA dapat mengusulkan  standar  biava untuk  honorarium
pelaksana swakelola kepada Gubernur;

17, Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran.

E. PELAKSANAAN SWAKELOLA

. Pelaksanaan swakelola yvang dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku
penanggungjawab anggaran dilaksanakan dengan ketentuan scbhagai
berikut :

e,

h.

Pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan
lenaga ahh dilakukan oleh Unit Lavanan Pengadaan/Pejabat
Pengadaan;

Pembavaran upah tenaga kerja vang diperlukan dilakukan secara
berkala berdasarkan dallar hadir pekerja atau dengan sceara upah
borongan;

Pembayaran gaji tenaga ahli vang diperlukan dilakukan berdasarkan
kontrak;

Penggunaan lenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap
hari dalam laporan harian;

Pelaksanaan pcngadaan barang/jasa vang menggunakan uang
persediaan (UP)/uang muka kerja atau istilah lain yvang disamakan
dilakukan eoleh instansi pemerintah pelaksana swakelola;

Uang Persediaan (UP)/uang muka kerja atau istilah lain yvang
disamakan, dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal sceara
bulanan;

Kemajuan lisik dicatatl sctiap hari dan dievaluasi sctiap minggu vang
disesuaikan dengan penverapan dana;

Kemajuan nonfisik atau perangkat lunak dicatal dan dievaluasi
setiap bulan vang disesuaikan dengan penverapan dana; dan
Pengawasan pckerjaan hsik dilapangan dilakukan eleh pelaksana
vang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana vang telah ditetapkan.

2. Pclaksanaan swakclola vang dilakukan oleh instansi pemerintah lain
dilaksanakan dengan ketenluan sebagai berikut :

.

.

pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK  pada
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana
Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
pengadaan bahan, Jasa Lainnva, peralatan/suku cadang dan tenaga
ahli vang diperlukan dilakukan uleh Unit Lavanan
Pengadaan /Pejabat  Pengadaan  pada  Instansi  Pemeriniah  laim
pelaksana Swakelola;

pembavaran upah tenaga kerja vang diperlukan dilakukan secars
harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah
borongan;

pembayaran  imbalan  tenaga ahli vang  diperlukan  dilakukan
berdasarkan Kontralk;

penggunaan lenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat
scuap hari dalam laporan harnan;

kemajuan [sik dicatal sctiap har dan dievaluasi setiap minggu vang
disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain
pelaksana Swakelola;

kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dicvaluasi
setiap bulan yang discsuaikan dengan penverapan dana oleh Instansi
Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan
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h. pengawasan pckerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak
vang ditunjuk PPK pada Pcrangkal Dacrah Penanggung Jawab
Angegaran, berdasarkan rencana yvang telah ditetapkan.

3. Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK  pada
Perangkat Dacrah Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola;

b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya discrahkan kepada
Kelompok  Masvarakat Pelaksana  Swakelola vang mampu
melaksanakan pekerjaan;

¢. pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi,
renovasl dan konstruksi sederhana:

d. konstruksi bangunan baru vang udak sederhana, dibangun oleh
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Angegaran untuk selanjutnva
diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraluran
perundang-undangan;

e¢. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan
tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat
Pelaksana  Swakelola  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip
pengadaan dan ctika pengadaan;

. penyaluran dana kepada Kelompok Masvarakat Pelaksana Swakelola
dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagail bertkut:

1] 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola,
apabila Kelompok Masyarakat Peclaksana Swakelola telah siap
melaksanakan Swakelola:

I

30% (uga puluh perseratus) dari kescluruhan dana Swakelola,
apabila pekerjaan telah mencapal 30% (tga puluh perseralus);
dan

3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola,
apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perscratus).

g. pencapailan kemajuan pekerjaan dan  dana Swakelola vang
dikeluarkan, cdilaporkan olech Kelompok Masvarakal Pelaksana
Swakclola sccara berkala kepada PPR;

h. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh  Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakcelola; dan

. pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan Pengadaan disampaikan
kepada Perangkat Daerah pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan
perundang-undangan.

C. PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SWAKELOLA

1. Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau
oleh kelompok Masvarakat Pelaksana Swakelola.

2. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan
oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK  secara
berkala.
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3.2.

d.

a3

o

6.

i

Laporan kemajuan rcalisasi fisitk dan keuangan dilaporkan sctiap bulan
secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPAL

APIP pada BSKPD Penanggung Jawab Anggaran melakukan  audi
terhadap pelaksanaan Swakelola.

PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan :

Pelelangan  yang  lerdiri atas  Pelelangan Umum  dan Pelelangan
Sederhana;

Penunjukan Langsung,

Pengadaan Langsung; alau

Kontes/Sayembara,

PEMILIHAN PENYEDIA DENGAN KONTES/SAYEMEBARA

Savembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnva/Konsultansi vang

memiliki karakleristik sebagai berikut:

a. merupakan proses dan hasil dart gagasan, kreatfitas, inovasi,
budava dan metode pelaksanaan tertentu; dan

b. udak dapal ditctapkan berdasarkan Harga Saltuan

Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang vang memiliki karakieristik
sebagal berikul:

a. tidak mempunvai harga pasar; dan
b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan,

Unit Layanan Pengadaan/Pejabal Pengadaan menclapkan persvaratan
administratifl dan tcknis bagi:

a. Penyedia Barang vang akan mengikull Konles;
b. Penyedia Jasa Lainnya vang akan mengikutl Savembara.

Dalam menetapkan persyaratan adminmistratil scbagaimana dimaksud
pada angka 3, Unit Layanan Pengadaan/Pcjabat Pengadaan dapat
menetapkan syaral vang lebih mudah dari persvaratan Penyedia
Barang/Jasa.

Persyaratan teknis disusun oleh tim yvang ahl dibidangnva,

Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh
tim yang ahli dibidangnva.

PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI KONTES

kontes dilakukan untuk pengadaan vang memiliki karakleristik:

a. udak mempunyal harga pasar, dan

b. udak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

Metode penyampaian dokumen adalah 1 (satu) sampul.

Evaluasi administrasi dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Lavanan
Pengadaan/Pejabal Pengadaan dan evaluasi teknis dilakukan oleh Tim
Juri/Tim Ahli dengan memberi nilai terhadap kriteria vang telah
ditetapkan dalam Dokumen Kontes,

. Tahapan pelaksanaan Kontes meliputy;
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a. Pengumuman Konies;

1)

4)

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pcjabat Pengadaan

mengumumkan sccara luas adanya Kontes melalui website

Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah/Institusi  masing

masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta

Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE paling kurang 7 (tujuh)

hari kerja. T

Isi pengumuman memualt paling kurang:

a) Nama dan alamat Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan
/Pejabat Pengadaan yang akan mengadakan Kontes;

b} Uraian mengenai Barang vang akan dikonteskan:

¢} Pagu anggaran dan rincian imbalan/hadiah;

d) Ketentuan Kontes;

¢] Pernyataan tidak ada pungutan biava kepada peserta Kontes;
dan

[) Tempat, tanggal, hari, dan wakiu untuk menyvampaikan
barang vang akan dikonteskan.

Kontes dapat diikuti oleh perorangan, badan usaha, kelompok,

lembaga pendidikan/riset dan lain-lain.

Seluruh  pegawai Perangkat Dacrah yang bersangkutan, Tim

Teknis/Tim Ahll untuk Kontes, peserta terafiliasi dengan Tim

[

Teknis/Tim Ahli dilarang mengikuti Kontes.

b. Pendaltaran dan pengambilan Dokumen Kontes ¢

1]

2)

3)

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes sesuai dengan
jadwal yang ada dalam pengumuman dengan kelentuan schagai
berikut:

Mendaftar dan mengambil langsung Dokumen Konles kepada
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan /Pejabat Pengadaan;
atau

Mendaltar dan mengunduh Dokumen Kontes melalui website
Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Dacrah/Instutusi
masingmasing.

¢c. Pemberian penjelasan;

1)

2)

3)

4)

3]

Kelompok Kerja Unit Lavanan Pengadaan /[Pejabal Pengadaan

beserta Tim Juri/Tim Ahli menjelaskan seluruh ketentuan Kontes

kepada peserlia di tempat dan wakiu yvang ditentukan dalam

pengumuman.

Ketidakhadiran peserta pada saal pemberian penjelasan tidak

dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan peserta.

Pemberian penjelasan hanya dapat dihadiri oleh peserta vang

terdaftar.

[Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta

mengenai:

a) Waktu, tempat dan cara penyampaian barang vang akan
dikonteskan;

b} Dokumen yang harus dilampirkan dalam penyvampaian barang
vang akan dikonteskan (apabila diperlukan) ;

c} Persvaratan Kontes;

d) Unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Juri/Tim Ahli;

¢) Surat perjanjian yang akan digunakan (apabila diperlukan);
dan

f) Pagu anggaran dan rincian imbalan/hadiah.

Pemberian penjelasan, pertanyvaan darl peserta, jawaban dari

Relompok Kerja Unit Layanan Pengadaan /Pejabalt Pengadaan

dan/atau Tim Juri/Tim Ahli, serta keterangan lain, dituangkan
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6]

d. Pen
aka
1)

2]

6)

7)

8)

9

10)

dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani
olch anggola Kelompok Kerja Unit Layvanan Pengadaan/Pejabat
Pengadaan dan Tim Juri/Tim Ahli yang hadir,
Pemberian penjelasan dilakukan dengan cara:
a) Penjclasan administrasi dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit

Layanan Pengadaan /Pejabat Pengadaan; dan

b) Penjelasan teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli.

vampaian Dokumen Penawaran Kontes dan/atau Barang vang
n dikonteskan;

Dokumen Penawaran Kontes terdiri dari persvaratan administrasi
dan proposal teknis:

a) Persyaratan administrasi meliputi:

*» Proposal penawaran;

+ Salinan kartu identitas untuk perorangan/kelompok, akte
pendirian badan usaha, surat keputusan pembentukan
lembaga atau surat identitas lain nyva; dan

» Salinan NPWP,

b) Proposal tcknis, meliputi:

» Spesifikasi barang yang akan dikonteskan dan/atau
Barang vang akan dikonteskan, dan

* Keterangan tentang metode pembuatan/ pelaksanaannva.

Metode dan tata cara penyampaian Dokumen Penawaran Kontes
dan/atau Barang vyang akan dikonteskan harus mengikut
ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kontes.
Penyampaian Dokumen Penawaran Kontes dan/atau Barang vang
akan dikonteskan dilakukan pada hari, tanggal, waktu dan
tempat sesual yang ditentukan dalam pengumuman.
Peserta dapat menyampaikan lebih dari 1 (satu) Dokumen
Penawaran Kontes.
Persyaralan administrasi dan proposal teknis disampaikan
secbanyak 2 (dua) rangkap, terdiri dari: dokumen asli 1 (satu)
rangkap dan rekamannva 1 (satu) rangkap ditandai “ASLI” dan
"REKAMAN".
Dokumen yang dimaksud pada angka 5) dimasukkan dalam
sampul penutup dan ditulis “Dokumen Penawaran Kontes”, nama
paket pekerjaan, nama dan alamat peserta.
Dalam hal peserta diwajibkan menyampaikan barang vang akan
dikonteskan scsuai ketentuan dalam Dokumen Kontes, maka
pecnyampalan Barang tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal
yvang ditetapkan  dalam  Dokumen Kontes. Batas akhir
penyampaian Barang terscbut dapat dilakukan pada saat vang
sama dengan wakiu pelaksanaan Kontes,
Peserta dapal Dokumen Penawaran Kontes danjatau Barang
vang akan dikonteskan melalui pos/jasa pengiriman dengan
ketentuan sudah diterima  Kelompok Kerja Unil  Layanan
Pengadaan/Pejabat Pengadaan scbelum batas akhir penerimaan
dengan segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko
peserta.
Dalam hal Dokumen Penawaran Kontes dan/atau Barang vang
akan dikonteskan disampaikan melalui pos/jasa pengiriman,
maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar vang
hanya mencantumkan alamat Kelompok Kerja Unit Lavanan
Pengadaan /Pejabat Pengadaan.

Untuk Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes
vang diterima melalul pos/jasa pengiriman:
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11)

12)

13)

14)

17)

a) Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan
mencatal waktu dan tanggal penerimaannva pada sampul
luar; dan

b) Apabila terlambat  diterima, Barang  tersebut  tidak
ditkutsertakan dalam Kontes.

kelompok Kerja Unit Lavanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan

membuat tanda terima Dokumen Penawaran kontes dan/atau

Barang vang akan dikonteskan.

Kelompok Kerja Unit Layvanan Pengadaan/Pejabal Pengadaan

menolak semua Dokumen Penawaran Kontes dan/atau Barang

vang akan dikonteskan yang masuk setelah batas akhir
pemasukan Barang vang akan dikonteskan serta Dokumen

Kontes.

Pada batas akhir pemasukan Dekumen Penawaran kontes

dan/atau Barang yang akan dikonteskan, salah satu anggotla

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabal Pengadaan

menutup pencrimaan Dokumen Penawaran Kontes dan/atau

Barang vang akan dikonteskan, dengan mencoret tepat di bawah

daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan,

Scgera sctelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran

Kontes dan/atau Barang vang akan dikonteskan, Kelompok

kerja Unit Layvanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan menvatakan

dihadapan para peserta bahwa saal pemasukan Dokumen

Penawaran Kontes dan/atau Barang vang akan dikonteskan

telah ditutup sesual waktunya, menolak Dokumen Penawaran

Kontes dan/atau Barang yang akan dikonteskan yang terlambat

dan/atau scbagian tambahan Dokumen Penawaran Kontes

dan/atau Barang vang akan dikonteskan, dan membuka

Dokumen  Penawaran Kontes dan/atau Barang vang  akan

dikonteskan yvang masuk.

Tidak diperkenankan mengubah tempal dan  batas  akhir

pemasukan Dokumen Penawaran Kontes dan/fatau Barang vang

akan dikonteskan, kecuali keadaan kahar.

Perubahan tempatl dan batas akhir pemasukan Dokumen

Penawaran kKontes dan/atau Barang vang akan dikonteskan

karena terjadi kahar, dituangkan dalam Adendum Dokumen

Kontes dan disampaikan kepada seluruh peserta.

Dalam hal penyvampalan Barang vang akan dikonteskan tidak

dilakukan pada saat yang sama dengan penvampaian Dokumen

Penawaran Kontes, schagaimana diatur dalam Dokumen Kontes,

maka Kelompok Kerja  Unit  Lavanan  Pengadaan/Pejabat

Pengadaan dapat melakukan penilaian di lokasi Penvedia atau di

tempat  lain sesuar ketentuan  dalam  Dokumen  Kontes,

Pemeriksaan Administrasi dan Penilaian Proposal Teknis dapat

dilakukan terlebih dahulu.

c. Pembukaan Dokumen Penawaran Kontes dan/atau Barang vang

aka

1)

2)

n dikonteskan;

Dokumen Penawaran Kontes dan/atau Barang vang  akan
dikonteskan dibuka dihadapan peserta pada waktu dan wmpat
sesual ketentuan.

Kelompok Kerja Unit Layvanan Pengadaan/Pejabat  Pengadaan
menghitung Dokumen Penawaran Kontes danfatau Barang vang
akan dikonteskan yang masuk dihadapan pescria,

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabal Pengadaan
membuka Dokumen Penawaran Kontes dan/atau Barang vang
akan dikonteskan dihadapan peserta  kemudian  dijadikan

15



4

6)

7]

8)

lampiran Berita Acara Pembukaan Barang vang akan dikonteskan
serla Dokumenkontes.

Kelompok Kerja Unit  Layvanan Pengadaan /Pejabal  Pengadaan
memeriksa, dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai
kelengkapan Dokumen Penawaran Kontes dan/atau Barang vang
akan dikonteskan yvang terdin dari:

a) Persyaratan administrasi meliputi;

= Proposal penawaran:

* Salinan kartu identitas untuk perorangan/kelompok, akie
pendirian badan usaha, surat keputusan pembentukan
lembaga atau surat identitas lainnya; dan

» Salinan NPWP.

b] Proposal teknis, berisi:
* Berupa produk yang dikonteskan: dan
* Keterangan tentang metode pembuatan/ pelaksanaannva,
Relompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat  Pengadaan
tdak bolch menggugurkan peserta pada waktu pembukaan
Dokumen Penawaran Kontes danj/atau Barang vang akan
dikonteskan kecuali untuk vang terlambat.
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan
segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran
Kontes dan/atau Barang vang akan dikonteskan, vang paling
scdikil memuat:
a) Jumlah Dokumen Penawaran Kontes dan/atau jumlah Barang
yvang akan dikonteskan yang masuk;
b) Jumlah Dokumen Penawaran Kontes dan/atau Barang vang
akan dikonteskan yang lengkap dan tidak lengkap;
¢] Kelainan-kelainan yvang dijumpai dalam Dokumen Penawaran
Kontes dan/atau Barang vang akan dikonteskan;
d) Keterangan lain yang dianggap perlu;
¢) Tanggal pcrmbualan Berita Acara; dan
f) Tanda langan angegota Kelompok Kerja  Unit  Lavanan

Pengadaan /Pejabat Pengadaan.

Scielah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh
anggola Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat
Pengadaan yvang hadir.

Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran Kontes.

Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir lanpa
dilampiri Dokumen Penawaran Kontes.

Perneriksaan administrasi dan penilaian Proposal Teknis:

1)

2)

e

3)
2)

Pemeriksaan administrasi dilakukan olch Kelompok Kerja Uni
Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan.

Peserta vang lulus pemeriksaan administasi akan dilanjutkan
dengan penilaian proposal leknis,

Penilaian proposal teknis dilakukan oleh Tim Juri/ Tim Ahli,
Dalam hal penyvampalan Barang vang akan dikonteskan tlidak
dilakukan pada saat yang sama dengan penvampaian Dokumen
Penawaran  Kontes, maka  Kelompok  Kerja  Unit  Layanan
Pengadaan/Pejabat Pengadaan melakukan penilaian kesesuaian
proposal teknis dengan Barang vang akan dikonteskan di lokasi
Penyedia atau di tempat lain sesuai ketentuan dalam Dokumen
Kontes.

PAJ/KPA mengalokasikan biaya perjalanan Kelompok Kerja Unit
Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Tim Juri/Tim Ahl untuk
melakukan penilaian kesesuaian proposal teknis dengan Barang
vang akan dikonteskan.
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g. Pembuatan Berita Acara Hasil Kontes (BAHK];
1) Berita Acara Hasil Kontes disusun oleh Kelompok Kerja Unit

2)

Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan merupakan kesimpulan

dari hasil pemeriksaan Dokumen Penawaran Kontes dan Barang

vang akan dikonteskan bersama dengan Tim Juri/Tim Ahll dan

ditandatangani oleh paling kurang 1 (satu] orang anggota

Kelompok Kerja Unit Layvanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan.

Berita Acara Hasil Kontes bersifal rahasia sampal dengan

penguImuUman pemenang.

Berita Acara Hasil Kontes harus memuat hal-hal scbhagai berikut:

a) Nama semua pescria;

b) Persyaratan Kontes;

¢) Unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Juri/Tim Anli;

d)] Keterangan-keterangan lain yvang dianggap perlu mengenai hal
ikhwal pelaksanaan Kontes; dan

¢} Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHK
harus mencantumkan pernyvataan bahwa Kontes dinvatakan
gagal, dan harus segera dilakukan Kontes ulang. Apabila
peserta yang memenuhi syvarat kurang dart 3 (uga), maka
peserta tersebul ditetapkan sebagal calon pemenang,

h. Penctapan pemenang Konles;

)

2)
3)

4)

3)

Kelompok Kerja Unit Lavanan Pengadaan/Pejabal Pengadaan
menetapkan calon pemenang vang menguntungkan bagl negara
dalam aru;

Proposal memenuhi  svaral  administrasi  dan  teknis vang
ditentukan dalam Dokumen Kontes;

Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil
produksi dalam negeri; dan

Pengembangan gagasan orisinal, kreativitas dan inovasi.
Penetapan pemenang dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit
Layanan Pengadaan [Pejabal Pengadaan sectelah mendapat
masukan dari Tim Juri/Tim Ahli

6) Jadwal penetapan pemenang disecrahkan sepenuhnya  kepada

7)

8)

()}

i
1]

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan.

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan

melaporkan kepada PPR vang disertal penjelasan atau keterangan

lain vang dianggap perlu.

Penetapan pemenang disusun scsual dengan urutannya dan

harus memuat:

a] Nama Kontes;

b) Besar hadiah;

¢) Nama dan alamatl pemenang;

d] Hasil pemeriksaan administrasi dan teknis; dan

e¢) NPWP.

Penunjukan pemenang dilakukan dengan didukung data sebagai

berikut:

a) Dokumen Kontes beserta adendum (bila ada);

b} Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;

¢) Berita Acara Hasil Kontes;

d) Surat penetapan pemenang  olch Unit Layanan
Pengadaan/Pejabat Pengadaan;

¢) Ringkasan proses dan hasil Kontes; dan

f) Proposal dari pemenang 1, 2 dan 3.

Pengumuman pemenang Kontes

Berdasarkan Berita Acara Hasil kontes [BAHK) dan  surat
penetapan  pemenang,  kelompok  Kemga Unit Lavanan
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Pengadaan/Pcjabat Pengadaan mengumumkan pemenang Kontes
di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Dacrah/Institusi
masing-masing dan  papan  pengumuman  resml untuk
masyarakat, yang paling sedikit memuat:

) MNama kontes,

b) Besar hadiah;

c) Nama dan alamat pemenang;

d) Hasil pemeriksaan administrasi dan teknis; dan

¢) NPWP

2) Pemenang diumumkan dan diberitahukan olech Unit Layanan
Pengadaan/Pcjabat Pengadaan kepada para peserta paling lambe
2 {dua) har kerja setelah Surat Penetapan Pemenang,

3) Keputusan pemenang bersifat linal dan tidak dapat diganggu
gugat.

j. Penunjukan Pemenang Kontes

1} PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang,

2) Surat Penunjukan Pemenang harus dibuat paling lambat 2 (dua)
hari kerja setelah pengumuman penelapan pemenang dan segera
disampaikan kepada pemenang.

3) Salah sawu  tembusan  dari Surat  Penunjukan  Pemenang
disampaikan paling kurang kepada unit pengawasan internal.

k. Suratl Perjanjian

Surat Perjanjian ditandatangani paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

setelah diterbitkannyva Sural Penunjukan Pemenang,

5. Dokumen Kontes

a. Dokumen Kontes antara laim terdiri dari rancangan surat perjanjian,
spesifikasi teknis, tahapan proses dan tata cara penilaian.
b. Pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Kontes:

1} PPK menetapkan rancangan sural perjanjian;
2) PPK dan Tim Juri/Tim Ahli menetapkan spesifikasi tcknis;
3] Tim Juri/Tim Ahli menetapkan metode evaluasi.

c. Isi dan kelengkapan Dokumen Kontes meliputi:

(1) Pengumuman;
(2) Instruksi Kepada Pescrta;
(3) Syarat-svarat peserta,
(4) Tahapan proses dan lata cara penilaian;
(5) Rancangan sural perjanjian; dan
[6) Keterangan lain vang diperlukan,
d. Dokumen kKontes secara keseluruhan ditetapkan oleh Kelompok Kerja
Unit Lavanan Pengadaan/Pejubat Pengadaan schagal pedoman dalam
melaksanakan hontes.

C. PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI SAYEMBARA

1. Sayembara dilakukan untuk pengadaan vang memiliki karakteristik:

a. Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, novasi,
budaya, dan metode pelaksanaan tertentu;

b. Tidak mempunvai harga pasar; dan

c. Tidak dapat ditctapkan berdasarkan harga satuan.

2. Metode penvampaian dokumen adalah 1 (satu) sampul.

3. Evaluasi administrasi dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan/Pejabal Pengadaan dan cvaluasi teknis dilakukan oleh Tim
Juri/Tim Ahli dengan memberi nilai terhadap  kriteria yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Sayembara.
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4, Tahapan pelaksanaan sayembara meliputi:
a. Pengumuman;

1)

2]

4)

Kelompok Kerja Unit Layvanan Pengadaan mengumumkan secara

luas adanya Savembara meclalui website Kementerian/Lembaga/

Pemerintah  Daerah/Institusi  masing-masing dan  papan

pengumuman resmi untuk masyarakal serta Portal Pengadaan

Nastonal melalui LPSE paling kurang 7 (tujuh) han kerja atau

apabila diperlukan melalul media cetak dan/atau elekironik.

Isi pengumuman paling kurang memuat:

a) Nama dan alamat Kelompolk Kerja Unit Layanan Pengadaan
vang akan mengadakan Savembara;

b) Uraian mengenai pekerjaan vang akan disavembarakan;

¢) Pagu anggaran dan rincian imbalan/hadiah;

d) Ketentuan Savembara;

¢) Pernvataan tidak ada pungulan biaya Kkepada peseria
Sayembara; dan

) Tempat, hari, tanggal, dan wakiu untuk menvampaikan
Dokumen Penawaran Sayvembara.

Sayembara dapat diikuti oleh perorangan, kelompok, badan

usaha, lembaga pendidikan/riset, dan lain-lain,

Seluruh pegawai K/L/D/] vang bersangkutan, Tim Jurt/Tim Ahli

Sayembara, pescrta terafiliasi dengan Tim Juri/Tim Ahli dilarang

mengiluti Sayembara.

b. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara;

Pendafltaran dan pengambilan Dokumen Savembara sesual dengan
jadwal vang ada dalam pengumuman dengan Ketentuan sebagai
berikut;

1)

2)

Mendaltar dan mengambil langsung Dokumen Sayembara kepada
Kelompok Kerja Unit Lavanan Pengadaan/Pejabal Pengadaan;
atau

Mendafiar dan mengunduh Dokumen Savembara melalul website
Kementerian/Lembaga/Pemerintah - Daerah/Institusi masing
masing.

¢. Pemberian penjelasan;

1)

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan beserta Tim Juri/Tim
Ahll menjelaskan seluruh ketentuan Savembara kepada pesceria di
tempat dan waktu yang ditentukan dalam pengumuman.
Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan lidak
dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan peserta.
Pemberian penjelasan hanya dapat dihadirt oleh peserta vang
terdafrar.

Dalam pemberian penjelasan, harus dijclaskan kepada pescria

mengenai:
a) Waktu, tempal dan cara pemasukan Dokumen Penawaran
Sayembara;

b) Dokumen vang harus dilampirkan dalam Dokumen
Penawaran Sayembara;

¢) Persvaratan Sayembara;

d) Unsur-unsur vang dinilai oleh Tim Juri/Tim Ahli;

e} Sural perjanjian vang akan digunakan (apabila diperlukan);
dan

] Pagu anggaran dan rincian imbalan / hadiah,

Pemberian penjelasan, pertanyaan dart peseria, jawaban dari

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan danfatau Tim Juri/Tim
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6]

Ahll, scrta keterangan lain, diluangkan dalam Berita Acara

Pemberian Penjelasan (BAPP) vang ditandatangani oleh angpota

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan dan Tim Juri/Tim Ahlj

vang hadir.

Pemberian penjelasan dilakukan dengan cara:

a) Penjelasan administrasi dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit
Layvanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan; dan

b} Penjelasan teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli.

d. Pemasukan proposal;

1)

2]

3)

4

6

7]

9)

Metode pemasukan dan tala cara pembukaan Dokumen
Penawaran Savembara harus mengikuti  ketentuan  yang
dipersyaratkan dalam Dokumen Savembara.

Pemasukan [Dokumen  Penawaran Savembara vang  berisi
persyaratan administrasi, proposal teknis dilakukan pada tempat,
hari, tlanggal, dan waktu sesuai yang ditentukan  dalam
pengumuman.

Peserta Sayvembara dapat menyvampaikan lebih dann 1 (satu)
Dokumen Penawaran Sayembara.

Dokumen proposal terdiri persyaratan administrasi, dan proposal
teknis:

Persyaratan administrasi meliputi :

a) Proposal penawaran;

« Salinan kartu indentitas untuk perorangan/kelompok,
akte  pendirian badan  usaha, sural  keputusan
pembentukan lembaga atau sural identitas lainnva: dan

¢ Salinan NPWP.

b) Proposal tcknis, berisi

« Rancangan pekerjaan jasa konsultansi vang
disavembarakan;
* Kelerangan tentang spesihkasi dan metode

pembuatan/pelaksanaannva,
Proposal disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, vang terdiri
dart:

Dokumen Penawaran Sayembara ashi 1 (sawu) rangkap dan
salinannya 1 (saw) rangkap ditandai “ASLI" dan “REKAMAN",

Semua Dokumen Penawaran Savembara dimasukkan dalam
sampul penulup dan ditulis "Dokumen Penawaran Savembara”,
nama paket pekerjaan, nama dan alamal pescrta, scrta
disampaikan kepada Kelompok Kerja Unit  Lavanan
Pengadaan/ Pejabal Pengadaan.

Peserta  menvampaikan  langsung Dokumen  Penawaran
savembara kepada Kelompok Kerja Unit Lavanan Pengadaan
sesual jadwal vang ditetapkan.

Peserta dapal menvampaikan Dokumen Penawaran Savembara
melalul pos/jasa pengiriman dengan kelentuan sudah diterima
kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan scbelum batas akhir
pemasukan Dokumen Penawaran Sayembara dengan segala risiko
keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta,

10) Dalam hal Dokumen Penawaran Savembara disampaikan

melalui  pos/jasa  pengiriman, maka sampul penutup
dimasukkan ke dalam sampul luar vang hanva mencantumkan
alamat Kelompok Kerja Uit Lavanan Pengadaan/Peabat
Pengadaan.
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11)  Untuk Dokumen Penawaran Savembara vang diterima melalui

pos/jasa pengiriman:

a] Kelompok Kerja Unit Lavanan Pengadaan mencatat wakiu dan
tanggal penenmaan  proposal  pada  sampul  luar  dan
memasukkan ke dalam kotlak; dan

b} Apabila diterima terlambat, proposal tidak diikutkan dalam
Sayembara,

12) Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan membuat tanda terima

Dokumen Penawaran Sayembara.

13) KRelompok Kerja Unit Lavanan Pengadaan menolak  semua

Dokumen Penawaran Sayvembara yang masuk setelah balas
akhir pemasukan Dokumen Penawaran Sayvembara,

14) Dokumen Penawaran Savembara vang telah diterima, udak

dapat ditarik/diganti/diubah/ditambah oleh peserta Savembara
setelah batas  akhir  pemasukan Dokumen  Penawaran
Savembara,

15) Pada batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Savembara,

salah satu anggota Kelompok Kerja ULP menutup dafltar tanda
terima Dokumen Penawaran Sayvembara dengan mencoret tepat
dibawah daftar peserta Savembara terakhir serta membubuhkan
landa tangan.

16) Kelompok Kerja Unit  Layanan Pengadaan menyatakan

dihadapan para pescrta bahwa saat pemasukan Dokumen
Penawaran  Savembara  telah  ditutup, menolak  Dokumen
Penawaran Savembara yvang terlambat dan/atau tambahan
Dokumen Penawaran Savembara, kemudian dilanjutkan dengan
rapat pembukaan Dokumen Penawaran Savembara.

17) Kelompok Kerja Unit Lavanan Pengadaan dilarang mengubah

tempal dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran
Sayembara, kecual terjadi keadaan kahar di lokas) pemasukan
Dokumen Penawaran Savembara.
Perubahan batas  akhir  pemasukan  Dokumen  Penawaran
Sayembara  karena  terjadi keadaan kahar ditwangkan dalam
Adendum Dokumen Sayvembara dan disampaikan kepada scluruh
peserta,

e. Pembukaan proposal;

1)

2)

[, Pe
1)

2)

3)

Pembukaan Dokumen Penawaran Sayembara pada hari vang
sama scgera sctelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran
Sayembara.

kelompok Kerja Unit Lavanan  Pengadaan  tidak  boleh
menggugurkan Dokumen Penawaran Sayembara peseria pada
waktu pembukaan kecuali untuk vang terlambal menvampaikan
Dokumen Penawaran Savembara.

Setelah pembukaan Dokumen Penawaran Savembara, Kelompok
Kerja Unit Layanan Pengadaan melakukan evaluasit terhadap
persyaratan  administrasi  berdasarkan  ketentuan  vang  telah
ditctapkan dalam Dokumen Savembara.
merksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;
Pemeriksaan persvaratan administrasi dilakukan oleh Kelompok
Kerja Unit Layanan Pengadaan/ Pejabal Pengadaan.

Peserta yang lulus persyaratan administrasi akan dilanjutkan
dengan penilaian proposal teknis.

Penilaian proposal teknis dilakukan oleh Tim Jurt/Tim Ahli.
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1.

Pengumuman pemenang

1] Berdasarkan Berita Acara Hasil Sayembara dan Surat Penetapan
Pemenang,  Kelompok  Kerja Unit  Layanan  Pengadaan
mengumumkan pemenang Savembara di website Kementerian/
Lembaga/ Pernerintah Dacrah/Institusi masingmasing dan papan
pengumuman  resmio untuk  masyarakal, vang paling sedikit
memuat:

a) Nama-nama pemenang Sayvembara;
b) Besar imbalan/hadiah;

c) Hasil akhir penilaian; dan

d) NPWP

2) Pemenang diumumkan dan diberitahukan oleh Kelompok Kerja
Unit Layanan Pengadaan kepada para peserta paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah Surat Penetapan Pemenang Savembara.

3) Keputusan pemenang Sayembara bersifat final dan udak dapat
diganggu gugal.

Penunjukan Penyvedia Jasa Konsultansi.

1) PPK mengeluarkan Sural Penunjukan Pemenang Savembara.

2) Dalam hal peserta Savembara vang bersangkutan tidak bersedia
ditunjuk scbagai pemenang (mengundurkan diri), Hak Cipta
peserta tersebul menjadi hak negara dan peserta tersebut tidak
dapat menuntut kerugian dalam bentuk apapun.

3) Surat Penunjukan Pemenang Sayembara harus dibuat paling
lambat 2 (dua) hari kerja sctelah pengumuman  penctapan
pemenang dan scgera disampaikan kepada pemenang.

4] Salah satu  tembusan dari Sural  Penunjukan  Pemenang
Sayembara disampaikan  sekurang-kurangnva kepada APIP
Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi vang
bersangkutan,

Sural Perjanjian
Surat Perjanjian ditandatangani paling lambat 7 [tujuh) hari kerja
setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Pemenang Savembara.

Penyvusunan Jadwal pelaksanaan sayembara diserahkan  kepada
Kelompok Kerja Unit Lavanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan.

m. Dokumen Sayembara

1] Dokumen Sayembara antara lain terdiri dar rancangan surat
perjanjian, Kerangka Acuan Kerja, tahapan proses, dan tata cara
penilaian.

2] Pihak yang terlibat dalam penvusunan Dokumen Savembara:

a) PPK menetapkan rancangan surat perjanjian;

b} PPK dan Tim Juri/Tim Ahli menctapkan Kerangka Acuan
Kerja;

¢} Tim Juri/Tim Ahli menctapkan metode evaluasi,

3) Isidan kelengkapan Dokumen Savembara meliputi:

a) Pengumuman;

b) Instruksi Kepada Peseria;

¢] Syarat-svaral poseria;

d) Tahapan proses dan lala cara penilaian;

¢)] Rancangan sural perjanjian pengadaan; dan
[} Keterangan lain yang diperlukan.

4) Dokumen  Sayembara  secara  kescluruhan  ditetapkan  oleh
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan
scbagal pedoman dalam melaksanakan Sayvembara.
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3.3. PENGADAAN KHUSUS BARANG SENI BERSEJARAH
A. KETENTUAN UMURII

1.

Dalam proses pelaksanaan pemilihan penyvedia pengadaan khusus
barang seni berscjarah dapat dilakukan oleh Kelompok kerja Unit
Lavanan Pengadaan /Pgjabat Pengadaan yang diangkat olch PA/KPA
dibantu oleh Tim Juri/Tim Ahli vang diangkat olch PA/KPA;

PA/KPA pada Perangkat Daecrah bersangkutan menetapkan Tim
Juri/Tim Ahli vang anggotanya berjumlah gasal serta memiliki
kompetensi  yvang  sesuail dengan  teknis  pekerjaan vang  akan
dilaksanakan.

B. PELAKSANAAN PENGADAAAN BARANG SENI BERSEJARAH
1. Tatacara Pelaksanaan Pengadaan Barang Sem Bersejarah,

a. Pelaksanaan pengadaan barang seni berscjarah dilakukan untuk

pengadaan yang memilikl karaklernisuk:
1} ndak mempunyal harga pasar;
2) merupakan hasil seni dan memilikl nilal bersejarah bagi daerah,
3) tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

b. Metode penvampaian dokumen adalah 1 (satu) sampul.

¢, Evaluasi adminmistrasi  dilakukan  oleh  Kelompok Kerja  Unit
Lavanan Pcngadaan/Pejabat Pengadaan dan  evaluasi  weknis
dilakukan oleh Tim Jurt/Tim Ahll dengan membern nilal terhadap
kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen pengadaan.

l'ahapan pelaksanaan pengadaan meliputi:

4. pengumuman;

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen pengadaan;

c. pemberian penjelasan;

d. penvampalan Dokumen Penawaran dan/alau Barang vang akan
ditawarkan;

¢. pembukaan Dokumen Penawaran dan/atau Barang yang akan

ditawarkan;

pemeriksaan administrasi dan penilaian Proposal Teknis;

pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP);

penetapan calon penyedia;

pengumuman calon penyedia,

D(}kumen Pengadaan, meliputi :

a. Dokumen Pengadaan antara lain terdiri dari rancangan surat
perjanjian, spesifikasi teknis, tahapan proses dan tata cara
penilaian.,

b. Pihak vang terlibat dalam penvusunan Dokumen:

1) PPK menetapkan rancangan surat perjanjian;

2) PPK dan Tim Juri/Tim Ahli menetapkan spesilikasi tcknis;

3) Kelompok Kerja Unit Lavanan Pengadaan [Pejabat Pengadaan
dan Tim Juri/Tim Ahli menctapkan metode evaluasi.

c. Isidan kelengkapan Dokumen Pengadaan meliputi:

1} pengumuman;

2} Instruksi Kepada Peserta;

3] syarat-syaral peserta;

4] tahapan proses dan lala cara penilaian;

3) rancangan sural perjanjian; dan

6] keterangan lain vang diperlukan.

d. Dokumen pengadaan  secara  keseluruhan  ditetapkan  oleh
Kelompok Kerja Unit Lavanan Pengadaan [Pejabat Pengadaan
sebagal pedoman dalam melaksanakan pengadaan.

Tahapan pelaksanaan

¥

i
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€.

b.

d.

e

f.

s

Pengumuman pengadaan

Kelompok Kerja Unit Lavanan Pengadaan/Pcjabat Pengadaan
mengumumkan sccara luas adanya pengadaan melalu website dan
papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta Portal Pengadaan
Nasional melalul LPSE paling kurang 7 (tujuh) hari kerja.

[si pengumuman memuat paling kurang:

1] nama dan alamat  Kelompok Kerja Unit Layvanan
Pengadaan/Pejabat Pengadaan vang akan mengadakan proses
pengadaan;

2] uraian mengenal Barang vang akan diadakan;

3) pagu anggaran dan rincian imbalan/hadiah/uang pengganti;

4] ketentuan pengadaan;

3) pernyataan tdak ada pungutan biaya kepada peserta; dan

6] tempal, tanggal, hari, dan waktu untuk menvampaikan proposal
dan/atau barang vang akan diadakan.

Kontes dapat dinkuti oleh perorangan, badan usaha, kelompok,

lembaga pendidikan/risel dan lain-lain.

Scluruh  pegawal  Perangkal Dacrah  yang bersangkutan, Tim

Teknis/Tim Ahli, peserta terahliasi dengan Tim Tekmis/Tim Ahh

dilarang mengikuti proses pengadaan.

Pendaltaran dan Pengambilan Dokumen pengadaan

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen pengadaan scsual dengan
jadwal yang ada dalam pengumuman dengan ketentuan sebagai
berikut:

1) mendafiar dan mengambil langsung Dokumen pengadaan kepada
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pgjabat Pengadaan;
atau

2) mendaftar dan mengunduh Dokumen pengadaan melalu website
Layvanan Pengadaan Secara Elektronik.

Pemberian Penjelasan

1) Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabal Pengadaan
beserta Tim Juri/Tim Ahl menjelaskan  seluruh  ketentuan
pengadaan kepada peserta di tempat dan waktu yang ditentukan
dalam pengumumarn.

2) Keudakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan udak
dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan peserta.

3) Pemberian penjelasan hanya dapat dihadiri oleh peserta yang

terdaftar.
4) Dalam pemberian penjelasan, harus diyeclaskan kepada pescria
mengenai:
« waktu, tempat dan cara penyampalan barang vang akan
diadakan;

= dokumen vang harus dilampirkan dalam penvampaian barang
yvang akan (apabila diperlukan) ;
«  persvaralan pengadaan;
« unsur-unsur vang dinilai oleh Tim Jurt/Tim Ahli;
« sural perjanjian yvang akan digunakan (apabila diperlukan);
dan
¢«  pagu anggaran dan rincian imbalan /hadiah/uang pengeganti.
Pemberian penjelasan, pertanyaan dari peserta, jawaban  dari
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan [Peabat Pengadaan
dan/atau Tim Juri/Tim Ahli, serta keterangan lain, dituangkan
dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan vang ditandatangani olch
anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan
dan Tim Juri/Tim Ahl yang hadir.
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Pemberian penjelasan dilakukan dengan cara:

» penjelasan administrast dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit
Layvanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan; dan
« penjelasan teknis dilakukan oleh Tim Jun/Tim Ahli.

n. Penyampaian Dokumen Penawaran dan/atau Barang vang akan
diadakan

1]

2)

3)

)

8)

9)

10]

11]

12)

Dokumen Penawaran lerdirl dan persvaratan administrasi dan

proposal teknis:

Persyvaratan administrast meliputi

¢ proposal penawaran;

« salinan kartu identitas untuk perorangan/kelompok, aktle
pendirian badan usaha, surat keputusan pembentukan
lembaga atau surat identitas lainnya; dan

»  salinan NPWP,

» dokumen lain-lain [bila diperlukan)

Proposal teknis, meliputi;

» spesifikasi barang dan/atau Barang vang akan ditawarkan;
dan

¢ keterangan lentang sejarah dan metode
pembustan/ pelaksanaannyva,

Metode dan  tala cara penyvampalan  Dokumen  Penawaran
dan/atau Barang harus mengikuti ketentuan vang dipersyaratkan
dalam Dokumen pengadaan.
Penyampaian Dokumen Penawaran dan/atau Barang dilakukan
pada hari, tanggal, waktu dan tempal sesual vang ditentukan
dalam pengumuman.
Peserta dapal menyvampaikan lebih dar 1 (sawy) Dokumen
Penawaran Kontes,
Persyaratan administrasi dan proposal teknis disampaikan
sebanvak 2 (dua) rangkap, terdiri dari: dokumen asli 1 {satu)
rangkap dan rekamannva 1 (satu) rangkap ditandal “ASLI" dan
*REKAMAN".
Deokumen vang dimaksud pada angka 3) dimasukkan dalam
sampul penutup dan ditulis “Dokumen Penawaran”, nama pakcet
pekerjaan, nama dan alamat peserta.
Dalam hal peserta diwajibkan menyampaikan barang vang akan
ditawarkan scsual ketentuan dalam Dokumen pengadaan, maka
penyampalan Barang terscbul dilakukan scsual dengan jadwal
vang ditetapkan dalam Dokumen pengadaan. Batas akhir
penvampalan Barang lersebut dapat dilakukan pada saal vang
sama dengan wakiu pelaksanaan pengadaan.

Peserta dapat mengirimkan Dokumen Penawaran dan/atau

Barang melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah

diterima  Kelompok Kerja Unit Lavanan Pengadaan/Pejabat

Pengadaan scbelum batas akhir penerimaan dengan segala risiko

keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta.

Dalam hal Dokumen Penawaran dan/atau Barang disampaikan

melalui pos/jasa penginman, maka sampul penutup dimasukkan

ke dalam sampul luar vang hanyva mencantumkan  alamii

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan.

Untuk Barang scria Dokumen penawaran yvang diterima melalui

pos/jasa pengiriman:

a) Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabatl Pengadaan
mencatal waklu dan tanggal penerimaannva pada sampul
Iuar; dan
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13)

14]

15)

16)

17)

18)

19)

b) apabila terlambat diterima, Barang terscbut  udak
diikutscrtakan.
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan
membuat tanda terima Dokumen Penawaran dan/atau Barang
vang akan ditawarkan.
Kelompok Kerja Unit Lavanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan
menolak semua Dokumen Penawaran dan/atau Barang vang
masuk setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran
dan/atau Barang.
Pada batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran dan/atau
Barang, salah satu anggola Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan/Pejabat Pengadaan menulup penerimaan Dokumen
Penawaran dan/atau Barang vang akan ditawarkan, dengan
mencorel  tepat di  bawah dafltar peserta terakhir serta
membubuhkan landa tangan.
Scgera selelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran
dan/atau Barang, Kelompok Kerja Unit Lavanan
Pengadaan/Pcjabat Pengadaan menvatakan dihadapan para
peserta bahwa saat pemasukan Dokumen Penawaran dan/atau
Barang telah ditutup sesual waktunya, menolak Dokumen
Penawaran dan/atau Barang vang terlambat dan/atau schagian
tambahan Dokumen Penawaran dan/atau Barang, dan membuka
Dokumen Penawaran dan/atau Barang vang masuk.
Tidak diperkenankan mengubah  tempat dan  batas  akhir
pemasukan Dokumen Penawaran dan/atau Barang, kecuali
keadaan kahar.
Perubahan 1tempat dan batas akhir pemasukan Dokumen
Penawaran dan/atau Barang karcna terjadi kahar, dituangkan
dalam Adendum Dokumen pengadaan dan disampaikan kepada
seluruh peserta.
Dalam hal penyampaian Barang tidak dilakukan pada saat vang
sama dengan penyampalan Dokumen Penawaran, sebagaimana
diatur dalam Dokumen pengadaan, maka Kelompok Kerja Unit
Layanan Pengadaan/Pcjabat  Pengadaan dapat  melakukan
penilaian di lokasi Penyedia atau di tempat lain sesuai ketentuan
dalam Dokumen pengadaan. Pemeriksaan Administrasi dan
Penilalan Proposal Teknis dapat dilakukan terlebih dahulu.

1. Pembukaan Dokumen Penawaran danfatau Barang vang akan
ditawarkan.

1)

2)

3)

4)

Dokumen Penawaran dan/atau Barang dibuka dihadapan pescria
pada waktu dan tempat sesuai ketentuan.
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan
menghitung Dokumen Penawaran dan/atau Barang yvang masuk
dihadapan pescrta.
Kelempok Kerja Unit Lavanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan
membuka Dokumen Penawaran dan/fatau Barang dihadapan
peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan
penawaran dan/atau Barang.
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan
memeriksa, dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai
kelengkapan Dokumen Penawaran dan/atau Barang vang akan
ditawarkan vang terdirt dari:
a) persyaratan administrasi meliput:

«  proposal penawaran;
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* salinan kartu identitas untuk perorangan/kelompok, akic
pendirian badan usaha, surat keputusan pembentukan
lembaga atau surat identitas lainnya; dan

¢« salinan NPWP;

* dokumen lain-lain (jika diperlukan)

b} proposal teknis, berisi:

* berupa uraian produk yang dikonteskan: dan

« Lketerangan tentang sejarah dan metode
pembuatan/pelaksanaannya.

5) Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan
tidak boleh menggugurkan peserta pada waktu pembukaan
Dokumen  Penawaran danfatau Barang kecuali uniuk vang
terlambat.

6) Kelompok Kerja Unit Lavanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan
segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran
dan/atau Barang, yang paling sedikit memuat:

a) jumlah Dokumen Penawaran dan/atau jumlah Barang vang
ditawarkan vang masuk:

b) jumlah Dokumen Penawaran dan/atau Barang vang lengkap
dan tidak lengkap;,

c) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran
dan/atau Barang vang ditawarkan;

d) keterangan lain vang dianggap perlu;

€) tanggal pembuatan Berita Acara; dan

f) tanda tangan anggota Kelompok Kerja Unit Layanan

Pengadaan/Pejabat Pengadaan,

7) Setelah dibacakan dengan jelas, Berila Acara ditandatangani oleh
anggota Kelompok Kerja Unit  Layvanan Pengadaan/ Pejabat
Pengadaan vang hadir.

8) Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran.

9) Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa
dilampiri Dokumen Penawaran.

J. Pemeriksaan Administrasi dan Penilaian Froposal Teknis dan/atau
barang

1} Pemeriksaan administrasi dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit
Layanan Pengadaan/Pecjabat Pengadaan.

2) Peserta yang lulus pemeriksaan administrasi akan dilanjutkan
dengan penilaian proposal teknis dan/atau barang.

3) Penilaian proposal teknis dan/atau barang dilakukan oleh Tim
Juri/ Tim Ahli.

4) Dalam hal penyampaian Barang tidak dilakukan pada saat vang

sama dengan penyampaian  Dokumen Penawaran, maka

Kelompok Kerja Unil Layvanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan

melakukan penilaian kesesuaian proposal teknis dengan Barang

vang akan ditawarkan di lokasi Penvedia atau di tempat lain
sesuail ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.

o) PA/KPA mengalokasikan biava perjalanan Kelompok Kerja Unit
Layvanan Pengadaan/Pecjabat Pengadaan/Tim Juri/Tim Ahli untuk
melakukan penilaian kesesuaian proposal teknis dengan Barang
yvang ditawarkan.

k. Negosiasi harga
1} Kelompok Kerja Unit Lavanan Pengadaan /Pejabat

Pengadaan/Tim Juri/Tim Ahli melakukan Negosiasi terhadap
nilai penawaran yang diajukan terhadap penawaran dan barang-
barang vang dinvatakan memenuhi persyaratan administrasi dan
leknis.
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2]

3)

Proses negosiasi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana
Dokumen Pengadaan dan dalam hal negosiasi tidak disepakati
oleh kedua belah pihak, maka barang dapal diambil olch
penvedia dan tidak dilanjutkan, dan jika disepakati maka proses
dilanjutkan ketahapan selanjutnya.

Hasil proses negosiasi dituangkan kedalam Berita Acara Negosiasi
schagai lampiran vang lidak terpisahkan dari Berita Acara Hasil
Pengadaan (BAHP).

. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP)

1)

2)

3)

Berita Acara Hasil Pengadaan disusun oleh Kelompok Kerja Unit

Lavanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan bersama dengan Tim

Juri/Tim Ahli merupakan rangkaian proses pemilihan penyedia

sampai dengan kesimpulan dari hasil

evaluasi/pemeriksaan/penilaian  Dokumen  Penawaran  dan

Barang vang ditandatangani oleh letnh dari sectengah jumlah

anggota Kelompok Kerja Unit Layvanan Pengadaa atau 1 (satu |

orang Pejabat Pengadaan.

Berita Acara Hasil Pengadaan bersifat rahasia sampai dengan

pengumuman calon penyedia

Berita Acara Hasil Pengadaan harus memuat hal-hal sebagai

berikut:

s  nama semua peseria;

=  porsyaralan;

 unsur-unsur vang dinilai oleh Tim Jurt/Tim Ahli;

o keterangan-keterangan lain vang dianggap perlu mengenail hal
ikhwal pelaksanaan pengadaan; dan

» Apabila tidak ada ilem penawaran yvang memenuhi syarat,
Berita Acara Hasil Pengadaan harus mencantumkan
pernvataan kegagalan terhadap ilem penawaran. Apabila
peserta memenuhl syaral, maka peserta terscbut ditetapkan
scbagait calon penyedia.

m. Penetapan Calon Penyedia

)

2)
3)

4]

9]

&)

7)

8)

Kelompok Kerja Unit Lavanan Pengadaan/Pcjabal Pengadaan
menelapkan calon penyedia vang menguntungkan bagl negara
dalam arti:

Proposal memenuhi syarat administrasi dan teknis yang
ditentukan dalam Dokumen pengadaan;

telah  memperhatikan  keterkaitan  sejarah  dan penggunaan
semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri; dan
pengembuangan gagasan orisinal, kreativitas dan mmovast.
Penetapan calon penyedia dilakukan olch Kelompok kerja Unit
Layvanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan sctelah mendapal
masukan dari Tim Juri/Tim Ahli.

Jadwal penetapan calon penyedia diserahkan sepenuhnya kepada
Kelompok Kerja Unit Lavanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan.
Kelompok Kerja Unit Lavanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan
melaporkan kepada PPK vang disertai penjelasan atau keterangan
lain yang dianggap perla.

Penctapan calon penyedia disusun sesual dengan urutannya dan
harus memualt:

« nama kegialan;

» besar imbalan/hadiah/uang penggants;

« nama dan alamat penvedia;

» hasil pemeriksaan administrasi dan teknis; dan

o NPWP.

29



n. Penunjukan calon penyedia dilakukan dengan didukung data sebagai

berikut:

1] Dokumen pengadaan beserta adendum (bila adal;

2) Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;

3) Berita Acara Hasil Pengadaan;

4) Surat  penetapan calon  penyedia  oleh  Unit  Lavanan
Pengadaan/Pecjabal Pengadaan;

5) Ringkasan proses dan hasil pengadaan; dan

6) Proposal dari calon penyedia.

o. Pengumuman Hasil Pengadaan

1} Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP) dan surat
penetapan Calon Penyedia, Kelompok Kerja Unit Lavanan
Pengadaan/Pgjabat Pengadaan mengumumkan Hasil Pengadaan
di website LPSE dan papan pengumuman resmi  untuk
masyarakat, vang paling sedikit memuat:

+ nama kegiatan;

¢« besar imbalan/hadiah/uang pengganti;

« nama dan alamal penyedia;

« hasil pemeriksaan administrasi dan teknis; dan
« Nomar Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2] Hasil Pengadaan diumumkan dan  diberitahukan  olech  Unit
Layanan Pengadaan/Pcjabat Pengadaan kcpada para peserta
paling lambat 2 (dua) hari kenja setelah Sural Penetapan Calon
Penyedia.

3) Keputusan Hasil Pengadaan bersifat final dan udak dapat

diganggu gugal.

p. Penunjukan Penyedia

1)

FPK mengeluarkan Sural Penunjukan Penyedia.

2) Surat Penunjukan Penyvedia harus dibuat paling lambat 2 (dua)

harli kerja sclelah pengumuman hasil pengadaan dan scgera
disampaikan kepada penyvedia.

3) Salah satu  tembusan dari Surat  Penunjukan  Penyedia

disampaikan  paling kurang kepada unit  pengawasan
internal/Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

q. Surat Perjanjian
Surat Perjanjian dilandatangan pahng lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah diterbikannyva Surat Penunjukan Penvedia.
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BAB IV
PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

4.1. PENGENDALIAN

Pengendalian  adalah  scrangkaian kegialan manajemen  berupa

pemantauan, pengawasan dan  tindaklanjut vang dilakukan untuk
mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan vang sudah ditctapkan,
apakah telah sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

A. TUJUAN PENGENDALIAN

15

Melakukan pengawasan, pengendalian atau pemantauan terhadap
kegiatan yang didanai dari kegiatan Anggaran Pendapatan da Belanja
Dacrah agar seluruh pelaksanaan pekerjaan vang dilakukan berjalan
sesual dengan perencanaan pembangunan vang telah ditetapkan;
Mengetahui sampal scjauh mana pelaksanaan kegiatan dilakukan
dan untuk memastikan apakah unit pelaksana kegiatan tersebut
telah  melaksanakan  kegialan  sesuai  dengan  kelentuan  dan
perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan jadwal vang
telah ditetapkan;

Dapat meminimalisir terjadinyva penyimpangan penyimpangan dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan da Belanja Daerah:

Untuk mengetahui perkembangan/realisasi fisik dan keuangan pada
sctiap kegialan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
dan

Melakukan pemantavan scecara terus menerus alau insidentil
terhadap kescluruhan kegiatan dalam penggunaan dana, dava dan
waklu agar pelaksanaan sesuai dengan rencana dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang digariskan dan
waktu yang telah ditetapkan.

B. ASPEK PENGENDALIAN

e N

Kemajuan realisasi pelaksanaan program dan kegialan:
Kemajuan realisasi penyerapan dana:

Ketaatan pada kelentuan yang berlaku;

Kelengkapan administrasi;

Pencapaian target;

Dokumen perencanaan (RKA-SKPD dan DPA-SKPD); dan
Laporan bulanan,triwulan, semester dan tahunan.

C. UNSUR PENGENDALIAN

1.

Unsur pengendalian diantaranya :

a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Dacrah (Bappeda)
Provinsi Riau sebagai pengendali dalam pencapaian kinerja
program hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan vang
dilaksanakan olch Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau;

. Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan .Jasa
Sckretariat Dacrah Provinsi Riau sebagai pengendali pelaksanaan
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C.

kegiatan, melipuli anggaran dan kelengkapan administrasi
operasional kegiatan;
Kepala  Perangkat Daerah scbagai pengendali  internal yang
melekat  pada  masing-masing  Perangkat  Dacrah terhadap
program dan kegiatan.

2. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara sebagal berikut :

d.

by,

Pemantauan secara terus menerus terhadap keseluruhan
kegiatan  dalam  penggunaan dana, daya dan  waktu agar
pelaksanaan sesual dengan rencana dan peraturan perundang
undangan vang berlaku;

Menilai laporan bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun dari
Perangkat Dacrah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
sebagai umpan balik;

Mengadakan peninjauan lapangan secara periodik dan sewaktu-
waktu apabila diperlukan.

D. JENIS PENGENDALIAN

*+ PENGENDALIAN UMUM
Pengendalian umum schagaimana dimaksud dilakukan
terhadapsemua kegiatan melalui :

1.

2

£l.

Pemantauan secara terus menerus atau insiden terhadap
keseluruhan kegiatan dalam penggunaan dana, dava dan wakty
agar pelaksanaan sesuai dengan  rencana  dan peraturan
perundang-undangan vang berlaku,

Pengamatan terhadap penggunaan dana, daya dan waktu olch
seluruh kegiatan agar sesuai dengan kebijakan yang digariskan.
Evaluasi terhadap hasil keseluruhan kegiatan untuk mengetahui
sejauh mana pengguna dana - dana, daya dan waktu vang telah
ditetapkan.

Pengendahan Umum dapat dilakukan dengan :

a.

b,

2%

Menchu laporan bulanan dan triwulan dari Unit Kerja sebagai
umpan balik,

Mengadakan peninjauan lapangan sewaktu-wakiu.

Mengikuti terus menerus umpan balik dan hasil peninjauan
lapangan untuk mendapatkan peringatan awal.

Mengadakan cvaluasi atas laporan dan hasil peninjauan lapangan
untuk mengetahul pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang lelah ditetapkan serta memberikan
saran penanganan lebih lanjut,

*++ PENGENDALIAN TEKNIS
Pengendalian  tcknis dapal dilakukan terhadap kegiatan vang
dikerjakan oleh pihak ketiga atau kegiatan konstruksi melalui

1.

d.

Pengawasan, pemantauan dan  evaluasi  dilakukan  untuk
melakukan tindakan perbaikan terhadap deviasi/ keterlambatan:

Melakukan tindakan perbaikan terhadap deviasi/keterlambatan
yang terjadi dengan pembagian sampai dengan 10% (sepuluh
persen) dilakukan oleh pemimpin kegiatan, diatas 10% (sepuluh
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2,

persen) sampai dengan 13% (lima belas persen) dilakukan oleh
Pengendalian Teknis, diatas 15% (lima belas persen) sampai
dengan 20% (dua puluh persen)  dilakukan  olch  Kepala
Perangkat Dacrah. Apabila deviasi/keterlambatan melebihi 20%
([dua puluh persen) Kepala Perangkat Daerah harus segera
melaporkan dan menyampaikan rencana tindakan perbaikan
kepada Sekda melalui Asisten vang bersangkutan.

Pengendalian weknis dilaksanakan dengan cara -

a. Meneliti laporan kegiatan dan mengadakan ecvaluasi sccara
berkala atas pelaksanaan fisik kegiatan untuk mengkaji sejauh
mana pencapalan tujuan kegiatan yang bersangkutan,

b. Melakukan peninjauan lapangan dengan tujuan :

Mengamati dan mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan

Menguji kebenaran laporan vang disampaikan.

e. Laporan dilakukan oleh -

o o

* Pemimpin kegiatan kepada Kasi/Kasubdit/Kasubbag selaku
pembantu Pengendalian Kegiatan baik sccara lisan malpun
tertulis;

* Pembantu Pengendali Kegiatan kepada Kepala Unit/Satuan
Kerja melalui Kepala Sub Dinas/Bidang/Bagian, selaku
pengendali tekmis kegiatan;

* Kepala Perangkat Dacrah kepada Gubernur melalui kKepala
Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan
Jasa selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya.

Pengendalian teknis dilakukan oleh -

a. Kepala Perangkat Dacrah selaku penanggung Jawab terhadap
semua kegiatan teknis, administratl maupun operasional:

b. Kepala Sub  Bagian/Kepala Bagian/Kepala Bidang selaku
pengendali tcknis atas kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnva.

Dalam melaksanakan pengedalian teknis adalah permimpin kegiatan

dibantu oleh petugas dari instansi teknis vang berkompeten

bertugas membantu pengendali kegiatan dalam pengendalian

bidang teknis dengan kegialan scbagai berikul ;

a. Pengendalian tahap persiapan dan perencanaan konstruksi yvang
terdiri atas:

1) Persiapan dan penelapan organisasi kegiatan.

2) Penyiapan  bahan, penetapan waktu  dan stralegl
penvelesaian kegiatan.

3) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan
manajemen konstruksi (MK) dan pengadaan konsultannya.

4) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan
perencanaan, dan pengadaan konsultannya.

5) Pengendalian kegiatan manajemen konstruksi dan kegiatan
perencanaan,

6) Penyusunan berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan
untuk pernbayaran angsuran dan berita acara lainnyva yvang
berkaitan dengan kegiatan perencanaan, scrta

7) Penvusunan surat perintah kerja/perjanjian kerja

b. Pengendalian tahap pelaksanaan konstruksi vang terdiri atas:

) Pengadaan konsultan pengawas

2} Pengadaan pemborong dan sub pemborong
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3] Pengendalian kegiatan pengawasan

4) Pengendalian kegiatan  konstruksi  dan penilaian atas
kemajuan tahap konstruksi,

2] Penvusunan berita acara persetyjuan kemajuan pekerjaan
untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnva vang
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi

6) Penerimaan bangunan yang telah sclesai dari pemborong
dengan berita acara.

E. PROSES PENGENDALIAN

Proses Pengendalian terdiri dari

4.2.

L

Pelaporan;

2. Pemantauan;
3. Evaluasi.

PELAPORAN

.

1a

Pelaporan merupakan hasil pelaksanaan keglatan APBD Provinsi
Riau yang disampaikan secara tertulis vang dilengkapi dengan data
rcalisasi fisik dan non fisik terdiri dari laporan bulanan, dan laporan
triwulan.

Laporan bulanan yaitu Laporan kemajuan realisasi fisik  dan
Keuangan dilaporkan melalui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran yang disampaikan kepada Gubernur /Wakil Gubernur
melalui Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Dacrah Provinsi Riau paling lambat tanggal 10
(sepuluh) sctiap bulan. Untuk memulai suatu kegiatan di Perangkat
Daerah  harus  menyampaikan  Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa di awal lahun (Format A)

Laporan bulanan terscbut juga dimasukkan kedalam  sistem
imformasi pelaporan pembangunan secara online. (Format B)
Laporan  untuk monitoring  evaluasi  pengadaan barang/jasa
pemerintah disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan,
Pengadaan Barang dan Jasa Sckretariat  Dacrah  Provinsi
Riau.(Format C)

Laporan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (RPOK) rincian
aliran kas Perangkat Dacrah Provinsi Riau disampaikan kepada Biro
Administrast Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sckretariat
Daerah Provinsi Riau.(Format D)

Laporan pelaksanaan kegiatan, nilai  kontrak/SPK  dan  lokasi
kegialan.(Format E)

Laporan untuk bobol per-kegiatan terhadap program keglatan
disampaikan kepada Bire Administrasi Pembangunan, Pengadaan
Barang dan Jasa Sckretariat Dacrah Provinsi Riau. [Format F)
Laporan alternaufl pencapaian larget kegiatan jika mengalami
hambatan disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan,
Pengadaan Barang dan Jasa Sckretariat Dacrah Provinsi Riaw.
(Format G)
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PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA

1,

(P

6.

Pemegang scktor menerima laporan capaian kinerja dari Perangkat
Daerah setiap tanggal 10 bulan berjalan;

Melaksanakan inventarisir dan merekapitulasi laporan capaian
kinerja Perangkatl Dacrah;

Mengolah dan menganalisis laporan capaian kinerja dari Perangkat
Daerah;

Merekapitulasi hasil analisis capaian Kinerja Perangkat Daerah;

Penandatanganan laporan Capaian kinerja bulanan Perangkat
Dacrah oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan
Barang dan Jasa;

Penyampaian progres laporan Kinerja Perangkat Dacrah kepada
Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

4.3. MONITORING

Monitoring atau pemantauan adalah merupakan suatu kegiatan untuk
melihat kesesuatan pelaksanaan percncanaan dengan arah, tujuan dan
ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam  rangka menvusun
perencanaan berikutnya.

A, OBYEK MONITORING

};

K
3.

Program dan Kegiatan pada  Perangkal Dacrah  dilingkungan
Pemerintah Provinsi,

Bantuan Keuangan Lingkup Perangkal Dacrah Kabupaten/Kota
Bantuan Hibah dan bantuan Sosial kepada organisasi masyvarakat,
lembaga, kelompok  masyarakat dan perscorangan  vang
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Provinst Riau.

B. TEKNIK DAN METODE PENENTUAN OBYEK SASARAN MONITORING

1.

Jumlah Sasaran Terbatas/Kecil

Untuk kegiatan dengan obvek sasaran lerbatas/kecill monitoring
teknik dan mctode penentuan obyek sasaran ditctapkan secara
keseluruhan untuk total populasi (100%)

2. Jumlah Sasaran Besar/Banyak

Untuk kegiatan dengan obyek sasaran kegiatan yang cukup besar,
disadari bahwa tidak dimungkinkan untuk melakukan monitoring
terhadap scluruh obyck sasaran lersebut. Obyek monitoring yvang
homogen schingga monitoring kepada sampel akan mewakili dar
scluruh  obyek sasaran monitoring. Berbagai [aktor vang
menyebabkan monitoring terhadap seluruh obyek sasaran keglatan
tidak dapal dilaksanakan yaitu keterbatasan waktu, biaya dan
sumber  daya manusia pelaksana Monitoring Pelaksana
Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi
Riau. Oleh karena itu, agar hasil monitoring Pelaksanaan
Program/Kegiatan masih tetap bisa dipercava dan masih mewakili
karakteristik populas! seluruh obyek sasaran monitoring, maka cara
penarikan  sampelnyva  harus  dilakukan  scksama.  Dengan
mempertimbangkan  berbagai  kendala  vang  dihadapt, teknik
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pengambilan sampel obyek sasaran monitoring dilakukan dengan
menggunakan teknik nonprobability sampling artinva setiap
clemen populasi tidak diambil sccara acak schingga udak semua
unsur mempunyail kemungkinan vang sama untuk bisa dijadikan
sampel. Unsur yang dipilih menjadi sampel bisa disebabkan karena
kebetulan atau faktor lain sebelumnya vang sudah direncanakan.
Metode sampling yvang digunakan adalah Purposive Sampling
artinya sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu.
Sehingga obyek sasaran dapat dipilih scbagal sampel karena
dianggap obyek sasaran terscbut memiliki informasi vang diperlukan.

C. DATA YANG DIPERLUKAN

1. Data dan Informasi vang dibutuhkan dari Perangkat Daerah Provinsi

a) Profil Perangkat Daerah /Balai/Instansi

b) Rencana Strategis

¢) Dokumen Pelaksanaan Anggaran

d) Kurva S Fisik dan Kurva S Keuangan

¢] Rencana Kerja Kegiatan (Panduan kegiatan)
[} Jadwal Kegiatan

g) Rencana Anggaran Kas

h) Laporan capaian Kinerja Kegiatan

2. Kegiatan Bantuan Keuangan -
(1) Profil Perangkat Daerah Pelaksana
(2) Proposal Kegialan
(3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(4) Rencana Kerja Kegiatan (Panduan Kegiatan)
(5] Jadwal Kegiatan
(6) Rencana Anggaran Kas

(7) Laporan Kinerja Kegiatan

D. TAHAPAN MONITORING

. Menyusun rencana, yaitu: perlama, menetapkan lema, menetapkan
jadwal dan lokasi obyek monitoring, menyiapkan data base Perda
APBD (DPA Program/kegiatan Perangkal Daerah di Kab/Kota, CPCL
penjabaran  APBD} menyiapkan alat-alat monitoring vang akan
digunakan (kamera, format monitoring, pedoman wawancara, dllj;
kedua, menetapkan tim dan membuat surat perintah monitoring,

ketiga, pemakaian alat transportasi.
Melaksanakan monitoring sesuai rencana.

Membuat dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan
pertanggungjawaban  administrasi keuangan  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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E. TATA CARA MONITORING

F.

4.4,

1. Observasi, yaitu kunjungan ke tempat kegialan secara langsung,
sehingga semua kegialan yang sedang berlangsung atau obyek Vang
ada diobservasi dan dapat dilihat. Semua kegiatan dan obvek yang
ada serta kondisi penunjang yang ada mendapat perhatian sccara
langsung;

2. Wawancara adalah cara yang dilakukan bila monitoring ditujukan
pada sescorang. Instrumen wawancara adalah pedoman wawancara.
Terdapat dua macam wawancara, vaitu wawancara langsung dan
wawancara tidak langsung.

3. Focus Group Discussion (FGD).

TATA WAKTU MONITORING
Pengendalian dapal dilakukan dengan cara sebagai berikut :

I. Pemantauan secara terus mencerus terhadap keseluruhan kegiatan
dalam penggunaan dana, daya dan waktu agar pelaksanaan sesuai
dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Menilaj laporan bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun dari
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagal
umpan balik;

3. Mengadakan peninjavan lapangan seccara periodik dan scwaktu-
waktu apabila diperlukan.

EVALUASI

Rangkaian  Kegialan  penilaian  kinerja  yang diukur dengan
membandingkan realisasi masukkan, keluaran dan hasil terhadap
cfektifitas dan manfaat/keberlanjutan suatu program dan kegiatan
pembangunan.

A. TUJUAN EVALUASI

1. Evaluasi terhadap hasil keseluruhan kegiatan dilakukan untuk
mengetahul sejauh mana penggunaan dana-dana, daya dan waktu
vang telah ditetapkan;

2. Mengadakan evaluasi atas laporan dan hasil peninjauan lapangan
untuk mengetahui pelaksanaan keseluruhan kegiatan scsual dengan
lujuan dan sasaran yvang telah ditetapkan serta memberikan saran
penangan lebih lanjut;

3. Mengevaluasi terhadap penggunaan dana, daya dan wakiu oleh
seluruh kegiatan agar sesuai dengan kebijakan vang telah digariskan.

B, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGEKAT

DAERAH

1. Gubernur dapat meminta penjelasan langsung darl masing-masing
Perangkat Daerah melalul rapat evaluasi pengendalian kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang dilaksanakan secara
berkala baik bulanan, triwulan dan insidential. Evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan dilaksanakan oleh Biro Administrasi
Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekrctariat Daerah
Provinsi Riau vang didasarkan laporan kinerja vang dilakukan dalam
kurun waktu  I{satu) tahun. Rapat cvaluasi untuk Sekretaris
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Perangkat Daerah di Lingkungan Pemcerintah Provinsi Riau dipimpin
oleh Kepala Bire Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Riau, dan rapat evaluasi untuk
Kepala Perangkat Daerah langsung dipimpin oleh Gubernur/Wakil
Gubernur.

Membuat Sural  pemberitahuan  pelaksanaan  Desk  Evaluas)
Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada
Perangkat Daerah.

Melaksanakan desk evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan
Anggaran Pendapalan dan Belanja Dacrah.

Merckapitulasi  data/informasi  pelaksanaan Program/Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.

Mengolah dan menganalisa dala/inlormasi pelaksanaan
Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Menyusun hasil analisi avaluasi pelaksanaan Program/ Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penandatanganan laporan Capaian Kinerja bulan Perangkat Daerah
oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan
Jasa.

Penvampaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah kepada  Sckretaris
Daerah.

38



BAB V
PENUTUP

Demikian Peraturan Gubernur lentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Riau ini disusun. Diharapkan Peraturan Gubernur ini dapat
memberikan pedoman pengaturan mengenail tata cara pengadaan barang/jasa
vang sederhana, jelas dan komprehensil, sesuai dengan tata kelola vang baik.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
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Pelaksanaan
Kegiatan

Swakelola



Contoh 1: SURAT PENUGASAN/PEMBENTUKAN TIM UNTUK SWAKELOLA TIPE 1

KOP SURAT

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN ..viveieiiiecniniine

PERANGKAT KERJA monvevessovereesessssssessssseseessssissssssesemsssessssssons
PERANGKAT KERJA .ovvrceoeresereeseesserennianns
NOMOR :© cuniseiomesesiininisn

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SWAKELOLA

KEGIATAN wiiiisniinnn

b.

e

Fer e

5.

BARA R R R e e R R F

PERANGKAT KERJA o ninisierens
TAHUN ANGGARAN ...

bahwa untuk mengadakan pekerjaan ..o vang dilaksanakan
secara swakelola, perlu dibentuk tim swakelola;

bahwa para pejabat/petugas di bawah ini dipandang mampu dan
memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai tim swakelola;
bahwa untuk maksud  terschbut maka  perlu  dikeluarkan  surat

pembentukan/penugasan;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomeor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/[asa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/lasa Pemerintah;

e U] | ) e R o R

.................................................................................................... dst.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

L. :
e g e (Sekrotaris Tim)

i ;

B i s e i i i e AR R ST :
L A T [Anggota Tim)

Tim pengawas kegiatan swakelola mempunyai tugas dan tangzung jawab

sebagai bherikur

L i e [ RELUA TN
a. ;
B it e e A A :
By Sk [Sekreraris Tim)
B
B et ;

3. e [ANEEOM Tim)
Kepada tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas diberikan honorarium
sesual kedudukannoya dalam tim dan berdasarkan penugasan yang bersangkutan
sebagaimana ditetapkan melalui surat perintah tgas (SPT) dengan ketentuan

peraturan perumdang-undangan;

Apabila dipandang perlu, tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas dapat
merekrut tenaga narasumber/instruktur/tenaga ahli dari instansi atau kelompok
masyarakat yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya sesuai kegiatan

swakelola vang akan diselenggarakan,

Masa tugas tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas kegiatan swakelola
selama .. () bulan dan atau dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan kegiatan

swakelola dimaksud selesai dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
anggaran Kegialan o.ooeeen. satuan Kerja o mssenn BELIB Lo tahun

anggaran ...



KETUJUH © Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.,
1.
2

Ditetapkan Bty metan i g e GRS

Pada Tangeal } wvaimmc s

Pejabal Pembuat Komitmen

oSt



Contoh 2: MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

LOGO

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
DENGAN
TENTANG
NOMOR ! ..o, AR i et (Pihal 1)
NSO i S rsesesssionesnsPihK 1)
Pada hari ini, ... cranpgal i T ] 2 SO AU e . bertempat di ... . kami yang bertanda
tangan di bawah ini;

(selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTA MA)

(selanjutnya discbut sebagai PHIAK KEDUA)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menyatakan sepakat dan

setigu untuk membuat Naskah Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagal berikut,

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal1

I Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan schagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan Kerjasama

pelaksanaan kegiatan pembangunan vang bersumber dari APBD Provinsi Riaw,

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungst PARA PIHAK

sesual kewenangan yang ada pada.......o.cnmnns QT oo sebagai lembaga pendidikan tingg:.



RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup Bersama ini meliputi -
.
b.
G:
PELAKSANAAN
Pasal 3

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat aleh

PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang sccara tekns oleh PARA PIHAK

PEMBIAYAAN
Pasal 4
Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab

PARA PIHAK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

JANGEA WAKTU
Pasal 5
Kesepakatan Bersamaini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani. dan dapatl

diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

PENUTUP
Pasal 6
1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua} asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai
kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap tembaga masing-masing,

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK

PIHAK KEDUA, FIHAK PERTAMA,

WP, i 1] R ——



Contoh 3: SURAT PERJAN]IAN SWAKELOLA TIPE 2
KOP SURAT

SURAT PERJANJIAN
SWAKELOLA

ANTARA
(e 1 B —

dan

Nomor T T rre R
Tanggal: @ o Rk

tentang

Surat perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan
ditandatangani di ... pada hari ... - tanggal . bulan ..., tahun ... antara

— Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama SKPD

sy ARG berkedudtlan d s Nov s Telpr (e
ey, DETd@sarkan Surat Keputusanm ... NO. i (S€lANJUTNYA disebut
"Pihak I") dan ., Pelaksana IPLS ...y, Yang bertindak untuk dan atas nama
Lembaga IPLE o s i e ie ovang  berkedudukan di e,
["Pihalc 1I").
MENGINGAT BAHWA:
a. Pihakltelah meminta Pihak 1T untuk melaksanakan KEgiatan s schagatmana

diterangkan dalam kerangka acuan kerja (KAK) yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya
disebut "Pekerjaan Swakelola”);

b, Pihak Il sebagaimana dinyatakan kepada Pihak 1, memiliki keahlian profesional, personel, dan
sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Swakelola sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan dalam Kontreak ini;

¢. Pihak | dan Pihak Il menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak im dan
mengikat pihak yang diwakili;

d. Pihak I dan Pihak Il mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan
Kontrak ini masing-masing pihak:

1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kentrak ini;

t. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasikan semua

ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan dan kandisi yang terkait.

Oleh karena itu, Pihak I dan Pihalk 11 dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut.



L. Pekerjaan wang dimaksud dalam  kontrak ini adalah Pelaksanaan

2. Total Nilai Kontrak ini adalah sebesar R ... {oeemmnnismisimmsssistos fimisssssiizrmsns J§

3, lstilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang

tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak”) merupakan satu-kesatuan

dan bagian vang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, terdiri dari:

a.  Perjanjiamn;

b.  Kerangkaacuan kerja [KAK);

€. Daftar kuantitas dan harga (jika ada};

d. Jadwal pelaksanaan;

e. Dokumen lainnya (jika ada).

Lo ]

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan

antara ketentuan dalam suatu dokumen dan ketentuan dalam dokumen yang lain, vang herlaku

adalah ketentuan dalam dokumen yang lebib tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di

atas;

6. Hak dan kewajiban timbal-balik Pikak 1 dan Pihak || dinyatakan dalam Kontrak yang khususnya

meliputi

a. PIHAK | mempunyai hak dan kewajiban untul:

L

i,

iii.

mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak 11;

meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh Fihalc

membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telab

ditetapkan kepada Pihak I(;

. Pihak [l mempunyai hak dan kewajiban untubk:

i

iV,

Vi,

menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah
ditentukan dalam Konteak:

melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pihak |}

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuat dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung
jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari
lapangan, dan segala pekerjpan permanen atau sementara yang diperiukan untuk
pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
memberikan keterangan-keterangan yang diperfukan untuk pemeriksaan pelaksanaan
vang dilakukan Pihak |;

menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan vang telah

ditetapkan dalam Kentrak;

i Kontrak ini mulai berlaku efektil terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak

dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruban pelerjaan sebagaimana diatur dalam Dokumen

Kontrale



Dengan demikian, Pihak | dan Pihak [l telah bersepakat untuk menandatangani Kentrak ini pada tanggal
tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

Republik Indonesia.

PIHAK 11, PIHAK I,




Contoh 4: SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA TIPE 3

KOP SURAT

SURAT PERJAN]IAN

SWAKELOLA
ANTARA
SKPD ...
dan
KELOMPOK MASYARAKAT v e N
Nomor ¥ e e bt
TERIEAl 5 et s
tentang

------- B4 BAS dn P m R R AN R R AR A R B R R R EaE R

Surat perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan
ditandatangani di ... . pada hari ... ctanggal e Bulan o tahun ..., antara (Nama)

v Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, vang bertindak untuk dan atas nama SKPD

ooy WG DETHOdUAURAN G171 o TP 1. {1 ) S S—— )

wnenny DECdasarkan Surat Keputisan _......cocoecenn L e [selanjutnya disebut

"Pihak I") dan (Nama) ..o » Ketua Kelompoli Masyaralat .o, s, YaNg bertindak

untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat ...... N e s . yang berkedudukan di
PN PTRREIT SRR i 1 | » I8 (A R 1. [selanjutnya disebut "Pihak 117).

MENGINGAT BAHWA:

d. PihalItelah meminta Pihak IT untuk melaksanakan Kegiatan i, Sebagaimana
diterangkan dalam Kerangla acuan kegiatan (KAK) yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya
disebut "Kegiatan Swakelola");

b. Pihak Il sehagaimana dinyatakan kepada Pihak 1, memiliki sumber daya personel dan sumber daya
teknis, serta telab menyetujui untuk melaksanakan Kegiatan Swakelola sesuai dengan persyaratan
dan ketentuan dalam Kontralk ini;

¢. Pihak | dan Pihak Il menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak i dan
mengikat pihak vang diwakili;

d. Pihak I dan Pihak Il mengakui dan menyatakan bahwa schubungan dengan penandatanganan
Kontrak ini masing-masing pihak;

1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2, menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

Ll o

telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasikan semua

ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan dan kondisi vang terkait



Oleh karena ity, Pihalk | dan Pihal 1 dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut,

1.

(¥}

Kegiatan yang dimaksud dalam kontrak ini adalah  Pelaksanaan

Total Nilai Kontrak ini adalah sebesar RP v [t omsssomsisissasss sssmiss

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti

vang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

dokumen-dokumen berikut (selanjutnya dischut "Dokumen Kontrak"] merupakan satu-kesatuan

dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

a. Perjanjian;

b. Kerangka acuan kerja (KAK);

€. Daftar kuantitas dan harga (jika ada);

[

1. Jadwal pelaksanaan;

2. Dokumen lainnya (jika ada).

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan

antara ketentuan dalam suatu dokumen dan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang

berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebib tinggi berdasarkan urutan hierarki padaangka

3 di atas:

Hak dan kewajiban timbal-halik Pihak | dan Pihak |l dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi

khususnya:

a. PIHAK] mempunyai hak dan kewajiban untuk:

k:

iii.

mengawasi dan memeriksa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak 11

meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
oleh Pihak 11;

menyerahkan dana sesuai dengan nilal yang tercantum dalam Kontrak yang telah

ditetapkan kepada Pihak |1;

b, Pihak Il mempunyai hak dan kewajiban untuk:

iil.

V.

vi.

menerima dana untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan nilai biaya vang telah
ditentukan dalam Kontrak:

melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik atau sesuai permintaan dari dan/atau
kepada Pihak I;

merencanakan, melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan, dan menyampaikan laporan
pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam
Kontrak:

melaksanakan dan menyelesaikan Kegiatan secara cermat, akarat, dan penuh tanggung
jawab dengan menyediakan tenaga kerja, hahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari
lapangan, dan segala pekerjaan permanen ataupun sementara yang diperlukan untuk
pelaksanaan, penyelesalan, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kentralg;
memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan
vang dilakukan Pihak [;

menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerabhan pekerjaan yang telah

ditetapkan dalam Kontralk;



7 Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak langgal yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak
dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sehagaimana diatur dalam Dokumen

Kontrak,

Dengan demikian, Pihak [ dan Pihak Il telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal
terseburt di atas dan melaksanakan Kontrak sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

Republik Indonesia,

PIHAK I, Pihalc 11,

------ pS4dFdRrmiEEE R RIS n e e EAFaEimIEMaLidiabiEis e ra AR a NI A ATy

MR s o B 1 1 R o LY g




Contoh 5: KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN FISIK (BANGUNAN)

KERANGKA ACUAN KERJA

Tahun Anggaran 200..

Catatan:

*] diist oleh tim perencana



A. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

. LATAR BELAKANG

bl

. MAKSUD DAN TUJUAN

3. SASARAN

4. NAMA DAN ORGANISASI
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

5. SUMBER PENDANAAN

6. LINGKUP, LOKAS]
KEGIATAN, DATA DAN
FASILITAS PENUNJANG
SERTA ALIH
PENGETAHUAN

|
Maksud;

=%
Tujuan:
.................................................................................................... 4]
1 |
P NIl s *)
B v e e R )
A4, dst. ]

(Diisi aleh tim perencang, contohnyo pejobat pembuyat komitmen
kegintan penyusunan penyempurnaan atqu pengkajian peraturan
perumdang-undangan satuan kerjo badan pengembangan sumber

duya munusia).

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan  biaya lebih kurang
Ricmmnds |t i e 1 termasuk PPN dibayai
APBN/APBD Tahun Anggaran 200... ")

a. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan ini, adalah:

B e S R T )
i R B A A e B s )
] T T =]

b, Lokasi Kegiatan
Kegiatan swakelola ini harus dilaksanakan di wilayah Negara
resatuan Republik Indonesia.
. Data dan Fasilitas Penumang (jika diperlukan)
1). Penyediaan oleh Pejahat Pembuat Komitmen.
Data dan fasilitas yang discdiakan oleh pejabat pembuat
komitmen yvang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh
tim swakelola atau penyedia jasa/penyedia jasa persecrangan

(jika ada):



a). Laporan dan Data
Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu
serta fotografi (jika ada).
{Nyatakan jike ada leporan dan data/instansi yang dapat
dipakas sebagal referensi oleh tim swakelola atau penyedia
jasa/penyedia jasa perseorangan {jika ada)

b}, Akomodasi dan Ruangan Kantor
(feloskan dan nvarakan apakah ado  okomodosi dan
ruangan kantor vang akan disedialian oleh pejabar pembuat
kamitmen. Misalnya reangan kantor luas/ukuranaya dan
keadaannya, atau harus disediakan oleh tim swakelolo arau
penvedia jasa/penyvedia josa  perseorangan (jika ada)
dengan cara sewal,

c]. Staf Pengowas/Pendamping
(Pefabat pembuat komitmen dapal mengangkat petugos
atau wakilnya yang bertindak sebagel pengowas atou
pendamping {counterpart), atau project officer [PO] dalam
rangka pelaksanoan swakelola).

i]. Fasilitas vang discdiakan oleh pejabar pembuat komitmen
vang dapat digunakan oleh tim swakelola atau penvedia
jasa/penyedin jasa persecrangan (jika ada) {Cantumban

noma dan jumloh barang tersebut]”)

2). Penyediaan oleh tim swakelola atau penyedia jasa/penyedia
jasa perseorangan,
Tim swakelola atau penyedia jasa/penyedia jasa perseorangan
harus menyediakan dan memelibara semua fasilitas dan
peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan.
(Contumkan nama dan jumilah barang-barang vang harus
disediakan oleh tim swakelolo atau penyedia jusa/penyedio jasa
perseorangan dan tetapkan juga opakah fharus dibeli atas nama

Pejnbat Pembuat Kemitmen atow hares dengan cora sewa),

d. Alih Pengetahuan
Apabila dipandang perlu oleh pejabat pembuat komitmen, tim
swalielola atau penyedia psa/penyedia jasa perscorangan harus
mengadakan pelatthan, kursus singkat, diskusi, dan seminar

terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka



alih pengetahuan kepada staf di lingkungan arganisasi pejabat

pembuat komitmen.

7. PENDEKATANDAN oot )
METODOLOGI/METODE oo i
SPESIFIKASI TEKNIS
8. JANGKA WAKTU Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan ... (™)
PELAKSANAAN bulan.
Y. TENAGA AHLI Penyedia jasa harus bertindak sebagai tenaga ahli vang diperlukan
untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah tenaga ahli oo |
tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana o 7

Strata ....”) (8..) lulusan universitas/pergururan tinggi negeri atau

yang disamakan yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan di

hidang . 2 SUEBIRAND . e *}.  Sckurang-
kurangnya .. [ J tahun.*)

10. KELUARAN Keluaran yang dibasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah
............................................................................................. ")

Il. LAPORAN Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pejabat pembuat

komitmen adalah:
a.  Laporan hulanan,
b. Laporan realisasi pekerjaan.
¢ Laporan pengawasan dan evaluasi.

d. Laporan khusus (jika diperlukan).

Laporan bulanan harus diserabkan setiap akhir bulan sejak SPMK
diterbitkan sebanyak ... [ .........]"]) buku laporan dan CI berisi

selurub laporan termasuk summary repart ... RO )7} buah.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN




Contoh 6: KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN LAINNYA

KERANGKA ACUAN KERJA

Paket Pekerjaan

e (G paket pekerjoan) =),

Tahun Anggaran 200...

Catatamn:

) diisi oleh tim perencana



A. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

I. LATAR BELAKANG

)
2. MAKSUD DAN Malesud:

TUJUAN R R TR R )
Tujuan:
.................................................................................................... 2
B ")

M nean  arap i e e o ]
o A Y e e S |

4. NAMA DAN

ORGANISAST et ettt e
PEJABAT PEMBUAT (diisi wleh tim perencana, contohnya Pejabar Pembuat Komitmen )
KOMITMEN

5. SUMBER Untuk pelaksanaan kegiatan ini  diperlukan biaya lebih kurang
PENDANAAN B nectons: e e saeh ) termasuk PPN dibiayai

APBN/APBD Tahun Anggaran 200.... %)

6. LINGKUP, LOIKASI a. Linghkup Kegiatan
KEGIATAN, DATA Linglup kegiatan ini, adalah:
DAN FASILITAS R e R B R e
PENUNJANG, SERTA e T R e T ]
ALIH PENGETAHUAN Bl-08k e e s 5]

b. Lokasi Kegiatan
Kegiatan swakelola ini harus dilaksanakan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
c. Data dan Fasilitas Penunjang (jika diperlukan)
3}, Penyediaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.,
Data dan fasilitas yvang disediakan oleh pejabat pembuat
kemitmen yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh
tim swakelola atau penyedia jasa/penvedia jasa perscorangan
{Jika ada);

a). Laporan dan Data



Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu
serta fotografi (jika ada).
(Nyatakan fika ada laporan dan data/informasi yang dapat
dipakari sebagai referensi oleh tim swakelola atau peayvedia
jasa/penyedia fasa perseorangan).

b). Akomodasi dan Ruangan Kantor
{fefaskan dan nyatakan apakah oda  akemodusi dan
ruangan kantor yang ockan  disediakan oleh Pejobat
Pembuat  Komitmen,  misalnye  ruangan  kantor
luas/ukurannya dan keadaannya, atau harus — disediakan
ofeft tim swakelola otau penyedia josu/penyedia  jusa
perseorangan {jika ada) dengan cara sewa),

c]. Staf Pengawas/Pendamping
{Pejabat Pembuat Komitmen dapat menganghkat petugas
atav wakilnya wang bertindalk sebagai pengawas atau
pendomping (counterpart), atau project officer (PO) dalam
ranghka pelaksanaan swakelola).

il

s

Fasilitas yang disediakan oleh pejabat pembuat komitmen
yang dapat digunakan oleh tim swakelola atau penyedia
jasa/penyedia jasa perseorangan [jika ada),

(Cantumkan noma dan jumlah barang tersebut)”)

4). Penyediaan oleh tim swakelola atau penyedia jasa/penyedia
jasa perseorangan.
Tim swakelola atau penyedia jasa/ponyoedia jasa perseorangan
harus menyediakan dan memelibara semua Tasilitas dan
peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan,
(Cantumkan nama dan jumilch barang-barang vang harus
disediakan oleh tim swakelola atou penyedia josa/penyedia jusa
persearangan dan tetapkan fuga apakah harus dibeli aras nama
Pefabat Pembuat Komitmen ataw harus dengan cora sewa .
d. Alib Pengetahuan
Apabila dipandang perlu oleh pejabat pembuat komitmen, tim
swakelela atau penyedia jasa/penyedia jasa perseorangan harus
mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi, dan seminar
terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih
pengetabuan kepada staf di lingkungan organisasi pejabat

pembiat komitmen,



T

8.

PENDEKATAN DAN
METODOLOGI

JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

9. TENAGA AHLI

10.

11,

KELUARAN

LAPORAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan . [ 1}
bulan.

Penyedia jasa harus bertindak sebagai tenaga ahli yang diperlukan
untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah tenaga ahli e
tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Rudiialisman,, e
Strata .....*) (5..) lulusan universitas/pergururan tinggi negert atay

vang disamakan yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan di

bidang .....coie. *) subbidang....iens). Sekurang-
kurangnya ....... (1) tahun*)

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah

lenis laporan vang harus diserahkan kepada pejabat pembuat
komitmen adalah:

a.  Laporan bulanan,

b.  lLaporan realisasi pekerjaan.

c. laporan pengawasan dan evaluasi.

d.  Laporan khusus (jika diperlukan),

Laporan bulanan harus diserahkan setiap akhir bulan sejak SPMK

diterbitkan  sebanyak . {....)*] buku laporan dan CD berisi
seluruh laporan termasuk summary report (T 1)
buah

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
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